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Peraturan Perusahaan Dan
Perjanjian Kerja Bersama
Oleh : Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU

Setiap orang yang diterima bekerja atau

dipekerjakan di suatu perusahaan harus

membuat suatu ikatan yang disebut
pedanjian kerja. Hubungan kerja selanjutnya
antara pengusaha dan pekerja yang

bersangkutan diatur dalam peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Peraturan perusahaan adalah ketentuan
tertulis yang dibuat oleh pengusaha

mengenai syarat-syarat kerja dan tata tertib
perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama adalah
ketentuan mengenai hak dan kewajiban
pengusaha, serta hak dan kewajiban pekerja,

berserta syarat-syarat kerja lainnya yang
disusun sebagai hasil perundingan antara
pengusaha dan wakil serikat pekerja di
perusahaan yang bersahgkutan.

A. PF',RJANJIAN KERJA

Sesuai dengan kondisi dan 'sasaran

yang akan dicapai dalam kurun waktu yang
berbeda, pekedaan-pekerjaan dapat dibagi-
bagi dalam dua bentuk yaitu :

Pertama, pekerjaan yang dilakukan
secara berulang atau terus-menerus dalam
waktu yang tak tertentu; Kedua, pekerjaan
yang menurut sifat jenis dan tuntutan
kegiatannya perlu dan selesai dilakukan
dalam waktu yang tertentu dan relatif
pendek, tidak melebihi 3 tahun, misalnya
karena bersifat musiman atau karena
kebutuhan yang bersifat sementara.
Pekerjaan seperti itu, dapat dikelola sendiri
atau diborongkan kepada orang, kelompok
orang atau unit usaha lain.

Untuk memulai melakukan setiap
pekerjaan, pengusaha dan pekerja membuat
perjanjian kerja, yaitu perjanjian pengikatan
diri antara pekerja dan pengusaha bahwa
pekerja menyatakan kesediaan membayar
upah dan hak-hak pekerja lainnya.

Perjanjian Kerja antara lain memuat:
a. Nama, jenis usaha dan alamat

perusahaan;

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat
pekerja;

c. Jabatan ataujenis pekedaan;
d. Tempat pekerjaan;
e. Besar upah dan cara pembayarannya;
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan

kewajiban pengusaha dan pekerja;
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya

perjanjian kerja;
h. Tempat dan tanggal

dibuat; dan
i. Tanda tangan para

perjanjian kerja.

Ketentuan mengenai perjanjian kerja
untuk pekerjaan dalam waktu yang tak
tertentu, hak dan kewajiban pekeda, serta
kewenangan dan hak pekerja, perlu dimuat
dengan jelas, di dalam peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama.

Perjanjian kerja waktu tertentu
adalah perjanjian kerja antara pekerja dan
pengusaha untuk melaksanakan pekerjaan
yang diperkirakan selesai dalam waktu
tertentu yang relatif pendek. Perjanjian
kerja waktu tertentu (PKWT), paling lama
dua tahun, dan hanya dapat diperpanjang

-

s?!g_Kah untqK palrn€_lamg_silma dengan

i 3 tahun. Misalnya PKWT
satu tahun, dapaT-Tr-perpanjang hanya satu

perjanjian kerja

pihak dalam

kali maksiinum satu tahun.- PKWT 1,5

tahun dapat diperpanjang self,.a 1,5 tahun.
PKWT dua tahun dapat diperpanjang hanyta
satu tahun menjadi seluruhnya 3 tahun.

INFO HUKUM VOLUUE Xt t{Ott{OR q OESEI'SER 2003



PERATURAN PERUSAHAANB. PERATURAN PIIr(UJAHAAN

Peraturan Perusahaan adalah

ketentuan yang dibuat secara tertulis oleh

pengusaha, memuat hak dan kewajiban

pekerja, kewenangan dan kewajiban

pengusaha, serta syarat kerja dan ketentuan

pokok mengenai tata tertib perusahaan.

Setiap Perusahaan Yang

mempekerjakan l0 orang atau lebih waji'i

membuat peraturan Perusahaan.
Tujuan peraturan perusahaan adalah

untuk menjamin keseimbangan antara hak

dan kewajiban pekerja serta antara

kewenangan dan kewajiban pengusaha;

memberikan pedoman bagi pengusaha dan

pekerja untuk melaksanakan tugas

kewajibannya masing-masing; menciptakan

hubungan kerja yang harmonis, aman dan

dinamis antarapekerja dan pengusaha; dalam

usaha bersama memajukan dan menjamin

kelangsungan Perusahaan; serta

meningkatkan kesejahteraan pekerja dan

keluarganya.
Ketentuan Yang dimuat dalam

peraturan perusahaan mengacu pada dan

tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang

diatur dalam undang-undang, peraturan

pemerintah dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Oleh sebab itu setiap

peraturan perusahaan dan perubahannya

perlu disahkan oleh Pemerintah
Peraturan perusahaan berlaku untuk

paling lama dua tahun, kemudian

diperbaharui. Perubahan dan pembaharuan

peraturan perusahaan harus dilaporkan untuk

disahkan oleh Pemerintah. Peraturan

perusahaan tersebut antara lain memuat

ketentuan mengenai : '
. kriteria penerimaan pegawai;
, ketentuan perjanjian kerja;

hari dan waktu kerja; c

. waktu kerja lemburdan upah lembur; '

. skala upah dan tunjangan;

. hak cuti; t
rr program keselamatan dan kesehatan

kerja;
. perawatan kesehatan dan pengobatan;
. ketentuan dan tindakan disiplin;

I

I

pemutusan hubungan kerja dan

pesangon;
penyelesaian perselisihan; dan
jaminan sosial dan pensiun.

Syarat Perumusan dan Pemberlakuan
Peraturan Perusahaan

Peraturan perusahaan memang dapat

disusun secara sepihak oleh pengusaha.

Namun untuk itu dianjurkan pengusaha

memperoleh masukan terlebih dahulu dari
pekerja atau perwakilan pekerja, atau

berkonsultasi terlebih dahulu dengan
petugas Pemerintah yang berwenang di
bidang itu. Setiap peraturan perusahaan

perlu terjamin tidak melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sebab

itu, setiap rancangan peraturan perusahaan

perlu diajukan kepada pejabat Pemerintah
yang berwenang untuk diteliti dan disahkan.

Setiap peraturan perusahaan berlaku
untuk dua tahrin. Peraturan perusahaan (PP)

dapat diperpanjang hanya satu kali untuk
satu tahun, kemudian harus diperbaharui.
Usul perpanjangan. atau pembaharuan PP

harus diusulkan 30 hari sebelum masa

berlakunya habis. Perubahan peraturan

perusahaan harus lebih baik, tidak boleh
lebih rendah, dari PP yang digantinya.
Untuk menjamin keabsahan tersebut, setiap

perpanjangan dan atau perubahan PP harus

dilaporkan kepada untuk disahkan oleh

Pemerintah. Pemeriksaan dan pengesahan

oleh Pemerintah perlu tetap dilakukan,
untuk menjaga kemungkinan Pemerintah

melakukan perubahan peraturan dalam

kurun waktu tersebut.
Semua pekerja perlu memahami isi

PP supaya mengetahui hak dan

kewajibannya. Untuk itu, pengusaha wajib
memberikan PP kepada setiap pekerja dan

menjelaskan isi PP tersebut kepada

mereka. Disamping itu, pengusaha wajib
menempatkan beberapa PP di tempat-tempat
yang mudah dicapai oleh para pekerja,

sehingga mereka dapat membacanya bila
dirasa perlu, bila PP yang dimiliki pekerja
kebetulan tidak dibawa.

1.

t

t,
'1"!
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Bila pekerja membentuk serikat pekerja I pengusaha, maka pengusaha wajib
dengan jumlah anggota yang dianggap I memenuhi perundingan tersebut walaupun

memenuhi, dan serikat pekerja I masa berlakunya PP belum berakhir. Bila
meminta berunding dengan: I tercapai kesepakatan dalam perundingan,

maka Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang

TUJUAN PERATURAN PERUSAHAAN I telah disepakati langsung berlaku
menggantikan PP yang ada. Dengan
demikian, PP dengan sendirinya tidak
berlaku lagi.

Bila serikat pekerja tidak
mengajukan permintaan secara tertulis untuk
merundingkan pembuatan PKB tiga bulan
sebelum masa berlakunya PP berakhir,
pengusaha wajib mengajukan PP yang baru
kepada pejabat yang berwenang untuk
disahkan.

2. Bentuk dan
Perusahaan

Isi Peraturan

l.

2.

J.

4.

6.

menjamin keseimbangan hak dan

kewajiban pekerja;
menjamin keseimbangan kewenangan

dan kewajiban pengusaha;

sebagai pedoman bagi pengusaha dan

pekerja dalam melaksanakan tugas

kewajiban;
menciptakan hubungan kerja yang
harmonis, aman dan dinamis antara
pekerja dan pengusaha;
memajukan dan menjamin kelangsungan
perusahaan;
meningkatkan kesejahteraan pekerja dan

keluarganya.

PERUMUSAN PERATURAN
PERUSAHAAN

Setiap perusahaan yang mempekerjakan
10 orang atau lebih wajib membuat
peraturan perusahaan (PP);
Peraturan Prusahaan disusun oleh
pengusaha setelah menerima masukan
dari pekerja;
Setiap rancangan PP diajukan untuk
diperiksa oleh pejabat yang berwenang
untuk kemudian disahkan;
Setiap PP berlaku untuk 2 tahun
Perpanjangan atau perubahan PP harus
diajukan untuk disahkan oleh pejabat

kepada setiap

kepada semua
pekerja;

c. Menempatkan beberapa PP di tempar
tempat yang mudah dicapai oleh
pekerja.

7. Bila serikat pekerja terbentuk dan minta
berunding dengan pengusaha untuk
merumuskan perjanjian kerja bersama
(PKB), pengusaha wajib memenuhinya
walaupun masa berlakunya PP belum
berakhir;

yang berwenang;
Pengusaha wajib:
a. Memberikan PP

pekerja;
b. Menjelaskan isi PP

Bentuk dan isi Peraturan Perusahaan

dapat berbeda sesuai dengan jumlah
karyawan, struktur jabatan, dan kelengkapan
ketentuan yang diinginkan untuk dimuat
dalam PP. Berbagai peraturan dan ketentuan
yang telah diatur oleh Pemerintah mengenai
hak dan kewajiban pekerja serta

kewenangan dan kewajiban pengusaha,
dapat dimuat kembali dalam PP, supaya
mudah dilihat dan dipahami oleh para
pekerja dan pengusaha.

Salah satu tujuan peraturan
perundang-undangan di bidang keTenaga
Kerjaan adalah melindungi pekerja dan hak-
hak mereka yang menjadi kewajiban
pengusaha. Dalam hubungan ini, peraturan
perundang-undangan mengatur ketentuan
yang minimum harus dipenuhi oleh
pengusaha. Selanjutnya pimpinan
perusahaan dapat memberikan yang jauh
lebih baik dari ketentuan Pemerintah

.tersebut. Misalnya mengenai hak cuti.
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
KeTenaga Kerjaan mengaturkart bahwa
setiap pekerja berhak memperoleh cuti
selama paling sedikit 12 hari kerja setahun.

Perusahaan dapat memberikan hak cuti yang
lebih lama, misalnya menjadi 15 hari kerja
bagi pemula, l8 hari kerja bagi pekerja yang

l.

2.

J,

4.
5.

6.
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telah mencapai masa kerja 5 tahun, 20 hari
kerja bagi pekerja yang telah mencapai masa

kerja l0 tahun, dan24 hari kerja bagi pekerja
yang mencapai masa kerja 15 tahun atau

lebih secara tak terputus-pufus.
Peraturan perusahaan boleh memuat

ketentuan mulai dari penerimaan pegawa|
penempatan, tindakan disiplin, hingga
pemutusan hubungan kerja. PP dapat

memuat ketentuan mengenai jam kerja dan

hari kerja per minggu, waktu kerja lembur
dan upah lembur, waktu istirahat dan hak
cuti, skala upah dan tunjangan, program
keselamatan dan kesehatan kerja, perawatan

kesehatan dan pengobatan, serta kepesertaan
dalam program dana jaminan sosial dan

program pensiun. Demikian juga PP dapat
memuat ketentuan mengenai tindakan
disiplin, pemutusan hubungan kerja dan

pesangon, serta penyelesaian perselisihan.
Di bawah ini, hal-hal tersebut di atas

diuraikan lebih lanjut. Beberapa contoh yang
diberikan di bawah ini dapat digunakan
sebagai standar minimum yang perlu diikuti
dan dimasukkan dalam PP.

a. Penerimaan Pegawai dan Masa
Percobaan

Penerimaan pegawai atau pekerja di
perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan
perusahaan. Oleh sebab itu, sebelum
melakukan rekrutmen, perusahaan perlu
menyusun dan membuat daftar kebutuhan
pegawai, sesuai dengan lowongan jabatan
yang ada, masing-masing dengan syarat
jabatannya. Proses rekrutmen dilakukan
untuk mencari pekerja dengan kualifikasi
yang paling sesuai dengan atau paling
memenuhi syarat jabatan dimaksud.
Rekrutmen dapat dilakukan melalui proses
pj ian atau tes masuk dan wawancara.

Bila pengusaha masih belum yakin
betul mengenai kecocokan kualifikasi calon
pekerja dengan persyaratan jabatan,
perusahaan dapat menetapkan menerima
pekerja dengan masa percobaan paling
lama 3 bulan. Masa percobaan harus
diberitahukan kepada calon pekerja
yang bersangkutan secara tertulis.

Selama dalam masa percobaan masing-
masing pihak dapat memutuskan hubungan
kerja tanpa syarat. Pekerja yang telah
menyelesaikan masa percobaan dengan baik
diangkat sebagai pekerja tetap sesuai dengan
galangan/jabatan yang ditetapkan
perusahaan dan masa percobaan dihitung
sebagai masa kerja. Ketentuan masa
percobaan tidak berlaku untuk pekerjaan
dalam waktu tertentu.

ISI PERATIJRAN PERUSAHAAN

t Kriteria penerimaan pegawai
i Hari dan waktu kerja
r Waktu kerja lembur dan upah lembur
i Hak cuti
r Skala upah dan tunjangan
o Program keselamatan dan kesehatan

kerja
t Perawatan kesehatan dan pengobatan
I Ketentuan dan tindakan disiplin
a Pemutusan hubungan kerja dan

pesangon

a Penyelesaianperselisihan
r Dana jaminan sosial dan pensiun

Untuk mengisi jabatan tertentu yang
memerlukan keterampilan khusus dapat
dilakukan program magang misalnya dalam
3 hingga 12 bulan. Dalam program magang,
peserta dilatih di tempat kerja dengan diberi
petunjuk, pengarahan dan pengawasan oleh
pekerja berpengalaman atau pejabat yang
ditugaskan khusus untuk itu. Setelah
mengikuti program magang, pengusaha
dapat mengangkat peserta menjadi pekerja
tanpa masa percobaan. Bila dalam program
magang, peserta tidak memperlihatkan
kemajuan, pengusaha tidak diwajibkan
untuk mengangkatnya menjadi pegawai.

b. Hari dan Waktu Kerja

Undang-undang No. l3 Tahun 2003
mengatur waktu kerja dalam dua pilihan.
Pertama, 6 hari dalam satu minggu,
maksimum 7 jam sehari dan 40 jam
seminggu.

lNFo HUKUnVoWlIEXrrrrofloR q, DESEIIEER il09



Artinya, dalam 7 hari berturut-turut, harus
ada waktu satu hari istirahat. Bila seseorang
bekerja lebih dari 7 jam satu hari, kelebihan
tersebut dihitung sebagai jam kerja lembur
dan diberi upah lembur. Kedua, 5 hari dalam
seminggu, maksimum 8 jam satu hari dan 40
jam seminggu. Kelebihan waktu kerja 8 jam
satu hari, dihitung sebagai waktu kerja
lembur dan diberi upah lembur. Dalam satu
minggu diberi waktu istirahat dua hari.

Peraturan perundangan tidak
mengafur ketentuan jam kerja dimulai dan
berakhir. Jadi jam kerja dapat diatur misalnya
mulai jam 07.00 sampai jam 15.00 atau
mulai jam 08.00 sampai jam 16.00. Bila
perusahaan mengikuti sistem giliran kerja
(shft), maka giliran kedua dapat dimulaijam
16.00 hingga jam 12.00 malam, dan giliran
kerja ketiga mulai jam 00.00 hingga jam
08.00 pagi berikutnya. Setelah bekerja 4 jam
kerja secara terus menerus, harus diberikan
waktu istirahat sekurang-kurangnya setengah
jam. Waktu istirahat kerja tidak termasuk jam
kerja.

c. Kerja Lembur dan Upah Kerja
Lembur

Dalam keadaan mendesak, pengusaha

dapat meminta kesediaan pekerja untuk
melakukan pekerjaan lembur. Kesediaan
bekerja lembur biasanya dapat dimintakan
antara lain untuk mengejar keterlambatan
memenuhi target atau jadwal dan atau

memenuhi permintaan khusus dari rekanan.
Jadi tidak dibolehkan bekerja lembur setiap
hari secara terus menerus. Setiap kerja
lembur harus dilengkapi dengan surat
penugasan kerja lembur dari atasan yang
berwenang dan persetujuan tertulis dari
pekerja yang bersangkutan.

Dalam keadaan luar biasa atau
darurat, pengusaha dapat mewajibkan
pegawai atau karyawan melakukan kerja
lembur, misalnya bila terjadi kebakaran,
gedung roboh, banjir, gempa, kerusuhan, dan

lain-lain.

Para pekerja pada dasarnya harus
mempunyai cukup waktu istirahat setiap
hari dan setiap minggu. Kerja lembur,
terutama pada hari istirahat mingguan,
bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Oleh
sebab itu, upah kerja lembur dibuat sangat
tinggi. Upah kerja lembur sesuai dengan
Keputusan Menteri Tenaga Keria dan
Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 diatur
sebagai berikut:
l) Perhitungan upah biasa sejam adalah

l/173 dari upah sebulan. Bagi pekerja
harian yang bekerj a 6 hari satu minggu,
upah satu bulan adalah 25 kali r.rpah per
hari. Bagi pekerja harian yang bekerja 5
hari satu minggu, upah satu bulan adalah
2l kali upah per hari. Bagi pekerja
berdasarkan safuan hasil, upah satu bulan
adalah rata-rata upah selama 12 bulan
terakhir.

2) Apabila kerja lembur dilakukan pada
hari kerja biasa, upah lembur: untuk

satu jam pertama adalah: 1,5
kali upah sejam. Untuk setiap satu
jam berikutnya:2 kali upah sejam.

3) Bagi perusahaan yang mengikuti
alternatif 6 hari kerja dalam
seminggu, apabila kerja lembur
dilakukan pada hari istirahat mingguan
atau hari libur resmi maka upah lembur:
a) Untuk setiap jarn dalam 7 jam

pertama dibayar sedikit-dikitnya dua
kali upah sejam; untuk ja*
kedelapan dibayar sebesar 3 kali
upah sejam; serta untuk jam
kesembilan dan kesepuluh dibayar
sebesar 4 kali upah sejam.

b) Apabila hari libur resmi atau hari
istirahat mingguan jatuh pada hari
kerja terpendek, maka setiap jam
dalam 5 jam pertama dibayar Z kali
upah sejam; jam keenam dibayar 3

kali upah sejam, dan jam ketujuh
dan jam kedelapan dibayar 4 kali
upah sejam.
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4) Bagi perusahaan yang mengikuti 5

hari kerja dalam satu minggu dan

kerja lembur dilakukan Pada hari

istirahat mingguan atau libur resmi,

maka upah lembur setiaP jam kerja

lembur untuk 8 jam pertama dibayat 2

kali upah sejam; untuk jam kesembilan

dibayar 3 kali upah sejam; dan untuk
jam kesepuluh dibaYar 4 kali uPah

sejam.

Beberapa pekerja Yang menduduki
jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan.

Karena jabatannya, mereka kadang-kadang

melakukan pekerjaan melebihi jam kerja

Akan tetapi karena mereka sudah menerima

tunjangan jabatan, pengusaha tidak wajib lagi

membayar upah lembur.

d. Pengupahan dan Jaminan Sosial

Upah atau gaji biasanya dinyatakan
per bulan atau per tahun. Pembayarannya
dilakukan per bulan atau per dua minggu'
Untuk pekerja harian, upah dinyatakan per

hari dan pembayarannya dilakukan setiap
hari atau setiap minggu. Disamping itu,
dalam sistem kerja borongan, uPah

dibayarkan berdasarkan nilai kerja borongan

setiap hari atau setiap minggu, atau setelah
paket kerja borongan selesai dan hasilnya
diserahkan.

Upah atau gaji pada dasarnya terdiri
dari gaji pokok (GP) dan berbagai tunjangan.
Gaji pokok didasarkan pada jenjang
kepangkatan dan masa kerja. Jenjang
kepangkatan seseorang tergantung pada

tingkat pendidikan, akumulasi pelatihan,
j enj ang j abatan, keah lian, kecakapan, prestasi

kerja, konduite dan masa kerja.
Jenis dan besar tunjangan sangat

berbeda-beda. Di lingkungan pegawai negeri
diberikan tunjangan istri atau suami 10%
GP, tunjangan maksimum 3 orang anak
sampai umur 2l tahun kecuali sudah bekerja
masing.mas ing ZYo GP. Beberapa perusahaan

(tidak semua dan tidak wajib) memberikan
tunjangan makan siang dalam bentuk
hidangan makanan atau uang, tunjangan
transpor dalam bentuk antar jemput atau

Demikian juga beberapa perusahaan

memberikan tunjangan jabatan, tunjangan
perumahan, tunjangan kemahalan, tunjangan
cuti tahunan, dan lain-lain.

Untuk menghindari kemungkinan
eksploitasi pekerja oleh pengusaha yang

memanfaatkan kondisi pasar kerja,
Pemerintah setiap tahun menetapkan upah

minimum baik secara regional atau provinsi,
dan kabupaten/kota, maupun secara sektoral
regional. Upah minimum tersebut
merupakan upah terendah yang diberikan
oleh pengusaha yang tergolong tidak
mampu bagi pekerja dengan kualifikasi
terendah (pendidikan paling minim dan

belum berpengalaman kerja).
Upah pada dasarnya dibayarkan di

lokasi atau tempat kerja atau di kantor
perusahaan. Peraturan perusahaan harus
menegaskan cara dan waktu pembayaran

upah misalnya setiap hari Sabtu setiap
minggu, atau setiap hari Jumat sekali dalam
dua minggu, atau setiap akhir bulan. Apabila
upah terlambat dibayar melebihi 3 hari,
maka pengusaha wajib membayar tambahan
sebagai berikut :

l) lima persen setiap hari keterlambatan
mulai hari keempat sampai dengan hari
kedelapan;

2) satu persen setiap hari
keterlambatan mulai hari kesembilan
hingga maksimum 50% dalam satu bulan
berjalan tersebut;

3) bunga atas upah per bulan sebesar bunga
yang ditetapkan bank untuk kredit
perusahaan yang bersangkutan, bila
keterlambatan pembayaran upah lebih
dari satu bulan.

Tunjangan hari raya keagamaan
bersifat wajib. Pengusaha wajib
memberikan tunjangan hari raya keagamaan
(THR keagamaan) sebesar satu bulan gaji
bagi yang sudah bekerja pada perusahaan

selama 12 bulan atau lebih. Bagi pekerja
yang bekerja kurang dari 12 bulan,
diberikan THR keagamaan secara
proporsional. THR keagamaan harus

dibayar selambat-lambatnya dua minggu
sebelum hari raya keagamaan.

uan
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Dalam rangka menjamin
kelangsungan arus pendapatan pekerja upah

tetap dibayar pada saat pekerja
berhalangan bekerja karena hari libur
resmi, sakit, mengalami kecelakaan kerja,
melakukan kegiatan sosial keluarga tertentu,
rnenjalankan hak cuti, dan menjalankan
kewajiban negara.

Untuk pememeliharaan kesehatan
para pekerja dan keluarganya, perusahaan

mengikutkan pekerja dan keluarganya pada

asuransi kesehatan dengan membayar iuran
atau preminya.

Pekerja yang sakit lebih dari satu hari
dengan pembuktian surat keterangan dokter,
tetap mendapat upah. Apabila pekerja sakit
dalam waktu lama yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter yang ditentukan oleh
perusahaan maka pengusaha wajib
memberikan upah dalam :

I empat bulan pertama :

100% upah;

r empat bulan kedua paling sedikit :

75%upah;
. empat bulan ketiga paling sedikit :

50% upah;

r Untuk bulan-bulan selanjutnya dibayar
25o/o upah hingga pemutusan hubungan
kerja dilakukan.

Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan
pekerja menderita sakit, cacat permanen
sebagian atau cacat total sehingga pekerja
tidak dapat bekerja selama kurun waktu
tertentu atau bahkan seumur hidup.
Kecelakaan kerja merupakan risiko kerja atau

risiko berusaha dan sebab itu pembiayaannya
harus ditanggung oleh.perusahaan. Untuk
itu, sesuai dengan Undang-undang No. 3

tahun 1992 mengenai Jaminan Sosial Tenaga
Kerja, pengusaha waj ib mempertanggungkan
setiap pekerja untuk asuransi kecelakaan
kerja. Pengusaha wajib membayar iuran
kecelakaan kerja, sesuai dengan tingkat
risiko kerja di perusahaan, antara 0,24 persen

sampai 1,74 persen upah pekerja sebulan
kepada PT Jamsostek sebagai badan
pengelola.

Bila terjadi kecelakaan kerja, badan
pengelola akan membayar atau mengganti
biaya pengobatan dan biaya perawatan,
biaya rehabilitasi termasuk penggantian
pembelian alat bantu (orthose) dan alat
pengganti (prothese), biaya pengangkutan
dari tempat kecelakaan, santunan cacat
sebagian permanen atau cacat total
perTnanen.

Disamping asuransi atau jaminan
kecelakaan kerja, Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek) juga mencakup
program jaminan hari tua, jaminan kematian
dan jaminan pemeliharaan kesehatan pekerja
dan keluarganya. Untuk jaminan hari tua,
pengusaha membayar iuran sebesar 3,7oh
upah dan pekerja membayar 2o/o upah.Iuran
jaminan atau santunan kematian sebesar
0,3% upah dibayar oleh pengusaha. Untuk
jaminan pemeliharaan kesehatan, pengusaha
membayar iuran 3% upah bagi pekerja
lajang dan 6% upah bagi pekerja yang
berkeluarga.'

Atas permintaan pekerja, Pengusaha
memberikan izin dan wajib membayar upah
pekerja yang tidak masuk kerja karena
urusan pribadi dan urusan keluarga yaitu :

r 3 hari bila pekerja sendiri kawin,
t 2hari bila istrimelahirkan,
I 2hari bila menyunatkan atau

membaptiskan anak,
s 2hari bila mengawinkan anak, dan

t 2hari bila anggota keluarga meninggal
dunia.

e. Istirahat Mingguan dan Hak Cuti

Pekerja yang bekerja 6 hari berturut-
turut dalam satu minggu diberikan istirahat
mingguan selama satu hari. Andaikata
karena sesuatu pekerjaan mendesak, pekerja
diminta bekerja lembur pada hari istirahat
mingguan tersebut, hari istirahat dimaksud
harus tetap diganti pada minggu berikutnya.

Setiap pekerja yang telah bekerja selama l2
bulan berturut-turut berhak atas istirahat
tahunan atau cuti paling sedikit 12 hari
kerja dengan mendapat upah penuh.
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Pekerja yang akan menggunakan istirahat
tahunan, harus mengajukan permohonan

kepada atau melalui atasan langsung kepada

pimpinan perusahaan. Perusahaan dapat

menunda permohonan istirahat tahunan atau

hak cuti paling lama 6 bulan terhitung sejak

lahirnya hak istirahat tahunan, dengan

memperhatikan kepentingan pekerja.

Istirahat tahunan tersebut dapat dibagi dalam

2 bagian dengan ketentuan satu bagiaro

terdapat sekurang-kurangnya 6 hari kerja
terus menerus. Hak atas istirahat tahunan
gugur apabila setelah 6 bulan sejak lahirnya
hak tersebut ternyata pekerja tidak
mempergunakan haknya bukan karena

alasan-alasan yang diberikan oleh
perusahaan..

Pekerja wanita yang akan melahirkan
berhak atas cuti hamil selama 1,5 bulan
sebelum dan 1,5 bulan sesud?h melahirkan
atau gugur kandungan, dengan mendapat

upah. Peke{a yang akan menggunakan cuti
hamil tersebut mengajukan permohonan

kepada Pirnpinan Perusahaan dengan disertai
surat keterangan dokter atau bidan yang

merawatnya selambat-lambatnya satu

minggu sebelum cuti dimulai.

f. Keselamatan Kerja dan Perlengkapan
Kerja

Pengusaha dan pekerja sama-sama

bertanggungjawab menjaga keselamatan

kerja yaitu dengan berupaya menghindari
kecelakaan kerja. Pengusaha harus sudah

mengupayakan menghindari kecelakaan kerja
jauh sebelum kegiatan inti usaha dimulai
yaitu sejak pemilihan lokasi dan disain
bangunan. Misalnya menghindari lokasi yang

rentan terhadap bahaya kebakaran, sering
terjadi petir, gedung bertingkat tinggi di
atas tanah berlumpur, dan lain-lain.
Demikian juga dalam disain dan

mendirikan bangunan, harus sudah

dimasukkan pertimbangan aspek keselamatan
kerja termasuk pemasangan pipa dan instalasi
listrik, lokasi kegiatan yang potensial
berbahaya dan lain-lain.

Pengusaha juga perlu membentuk
Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3), menyusun
perkiraan potensi kecelakaan, menyediakan
saran pencegahan kecelakaan dan penyakit
kerja, mengawasi pekeda dalam
menggunakan alat-alat kerja dan alat
pelindung, dan menyusun rencana tindakan
penyelamatan darurat termasuk cara-cara
evakuasi.

Setiap pekerja wajib menjaga
keselamatan dirinya sendiri, keselamatan
pekerja yang lain, dan keselamatan gedung,
alat-alat kerja dan aset lainnya. Pekerja
wajib mengikuti disiplin atau prosedur
penggunaan alat-alat kerja sesuai dengan
petunjuk kerja. Mereka wajib memakai
alat-alat keselamatan kerja yang telah
disediakan oleh perusahaan,
mengikuti/mematuhi ketentuan-ketentuan
mengenai keselamatan kerja dan
perlindungan kerja yang berlaku.

. Setiap pekerja wajib memelihara
alat-alat dan perlengkapan kerja dengan baik
dan teliti. Apabila pekerja menemui hal'hal
yang dapat membahayakan terhadap
keselamatan pekerja dan perusahaan, harus
segera melaporkan kepada pimpinan atau
atasannya.

g. Tata Tertib dan Tindakan Disiplin

Pengusaha dapat mewajibkan
pekerja tepat waktu untuk hadir di tempat
tugas masing-masing sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan, serta meninggalkan
pekerjaan untuk pulang ke rumah masing-
masing. Untuk itu, pekerja dapat pula
diwajibkan mengisi daftar hadir atau
menyerahkan kartu kerja di tempat yang
telah ditetapkan baik pada waktu masuk
bekerja maupun waktu pulang. Pekerja
wajib menjaga dan memelihara dengan baik
semua milik perusahaan, dan segera
melaporkan kepada pimpinan perusahaan

atau atasannya apabila mengetahui hal-hal
yang dapat menimbulkan bahaya atau
kerugian perusahaan.
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Pekerja wajib memelihara dan memegang
teguh rahasia perusahaan terhadap siapapun
mengenai segala hal yang diketahuinya
mengenai perusahaan.

Pekerja wajib memberitahukan
kepada Pimpinan Perusahaan apabila ada

perubahan-perubahan atas status dirinya,
susunan keluarganya, perubahan alat dan

sebagainya. Pekerja wajib memeriksa semua

alat-alat kerja masing-masing sebelum mulai
bekerja atau akan meninggalkan pekerjaan

sehingga benar-benar tidak akan

menimbulkan kerusakan/bahaya yang akan

mengganggu pekerjaan.
Disamping beberapa kewajiban

tersebut, pekerja harus mematuhi larangan-
larangan, antara lain, setiap pekerja

dilarang membawa atau menggunakan
barang atau alat milik perusahaan keluar dari
lingkungan perusahaan tanpa ,jin dari
pimpinan perusahaan atau yang berwenang.

Pekerja dilarang minum-minuman
keras, mabuk di tempat kerja, membawa atau

menyirnpan atau menyalahgunakan obat-obat
terlarang seperti narkotika dan sejenisnya,
melakukan segala bentuk perjudian dan

bertengkar atau berkelahi dengan sesama
pekerja atau dengan pimpinan di dalam
lingkungan perusahaan. Pekerja dilarang
melakukan perbuatan asusila di dalam
lingkungan perusahaan. Pekerja dilarang
melakukan penipuan, pencurian dan

penggelapan barang/uang milik pengusaha

atau milik teman sekerja atau milik teman
pengusaha.

Pekerja dilarang membawa senjata
api atau senjata tajam ke dalam lingkungan
kerja. Pekerja dilarang melakukan tindakan
kejahatan misalnya mengintimidasi,
menganiaya, mengancam secara phisik atau

mental, menghina secara kasar terhadap
pengusaha atau keluarga pengusaha atau

atasan atau teman sekerja atau bawahan
sekalipun.

Pekerja dilarang membujuk
pengusaha atau teman sekerja untuk
melakukan sesuatu perbuatan yang

bertentangan dengan hukum atau kesusilaan
serta peraturan perundangan yang berlaku.

Pekerja dilarang dengan sengaja merusak,
merugikan atau membiarkan dalam keadaan
bahaya barang milik perusahaan. Pekerja
dilarang dengan sengaja membiarkan teman
sekerja dalam keadaan bahaya.

Pengusaha dapat memberikan surat
peringatan kepada pekerja yang melakukan
pelanggaran tata tertib kerja perusahaan

antara lain, sebagai berikut:
a. Sering datang terlambat atau pulang

mendahului waktu yang ditentukan;
b. Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan

yang berlaku di perusahaan
Menolak perintah yang layak;c.

d. kewajiban secaraMelalaikan
serampangan;

e. Tidak cakap melakukan pekerjaan
walaupun telah diberikan bimbingan dan
petunjuk kerja.

Surat peringatan tersebut menurut
urgensinya dapat diberikan secara bertahap,
yaitu Surat Peringatan I, Surat Peringatan II,
dan Surat Peringatan III. Masing-masing
surat peringatan menurut urgensinya dapat
diberikan masa berlakunya misalnya antara
3-6 bulan. Apabila ternyata yang
bersangkutan melakukan pelanggaran yang
sama, maka perusahaan dapat mengajukan
proses untuk diberhentikan.

Pekerja yang melakukan kesalahan
berat dapat segera diproses atau diajukan
untuk diberhentikan, antara lain pekerja
yang melakukan penipuan atau penggelapan
barang perusahaan,
keterangan palsu atau
perusahaan, mabuk atau menjual obat
terlarang di perusahaan, main judi atau

berbuat asusila di lingkungan perusahaan,
mengintimidasi dan mengancam pengusaha
atau teman sekerja, dan lain-lain.

Sambil menunggu proses pemutusan
hubungan kerja, pengusaha dapat
melakukan pemberhentian sementara atau
schorsing. Selama dalam schorsing pekerja
yang bersangkutan dapat diminta untuk
tidak masuk kerja, dan upahnya dibayar
sebesar 75Yo dari gaji untuk paling lama 6
bulan.

memberikan
rahasia



i. Uang Pesangon, Uang Penghargaan
Masa Kerja dan Ganti Kerugian

Pengusaha daPat memberhentikan
pekerja dalam rangka tindakan disiplin.
Disamping itu, pengusaha dapat pula

merencanakan pemutusan hubungan kerja

(PHK) untuk tujuan pengurangan pegawai,

baik karena kelesuan perusahaan maupun

dalam rangka strukturisasi perusahaan

Untuk semua jenis PHK tersebut, pengusaha

wajib memberikan uang pesangon dan atau

uang penghargaan masa kerja dan ganti

kerugian.
Pemberian uang Pesangon semula

dimaksudkan untuk memberikan jaminan

pendapatan selama tidak bekerja akibat PHK,

sambil menunggu atau mencari pekerjaan

baru. Dengan demikian, besarnya uang

pesangon seogianya ditentukan berdasarkan

perkiraan waktu yang diperlukan mencari

pekerjaan baru. Sesuai dengan kondisi pasar

kerja, masa tunggu untuk masing-masing
jenis jabatan dapat berbeda, dan dengan

demikian pesangon dapat berbeda menurut
jenis jabatan. Namun perkembangan lebih

lanjut menunjukkan pemberian uang

pesangon dikaitkan dengan masa kerja.
Ketentuan mengenai pemberian uang

pesangon, uang penghargaan masa kerja
(PMK) dan uang penggantian hak semula

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Tenaga

Kerja No.PER-3 tahun 1996. Peraturan

Menteri tersebut diganti dengan Keputusan

Menteri Tenaga Kerja No.KEP-150/I\4EN/
2000. Banyak pengusaha menolak

Kepmenakertrans No. KEP-I50/MEN'2000
tersebut karena dianggaP terlalu
memberatkan pengusaha. Kemudian Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan

Keputusan No. KEP-78A4EN/200 I tanggal 4

Mei 2001, yang serta-merta ditolak pula oleh

berbagai Serikat Pekerja. Dalam

ketidakpastian hukum, Kepmenakertrans
No. KEP-78/MEN/2001 resmi menggantikan
Kepmenakertrans No. KEP-I 50/l\4EN/2000,
akan tetapi yang dianggap berlaku adalah

Kepmenakertrans No.KEP-1 50/MEN/2000'

Inti Kepmenakertrans No.KEP-
150/MEN/2000, ini kemudian
diakomodasikan pada Pasal 156 UU No. 13

Tahun 2003 dengan menetapkan besar uang
pesangon bagi pekerja yang diberhentikan
karena kesalahan ringan:
I I bulan upah bila masa kerja kurang

dari I tahun;
a 2 bulan upah bila masa kerja I tahun

atau lebih tetapi kurangdari2 tahun;
I 3 bulan upah bila masa kerja 2 tahun

atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun;
) 4 bulan upah bila masa kerja 3 tahun

atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun;

i r 5 bulan upah bila masa kerja 4 tahun
atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun;

) 6 bulan upah bila masa kerja 5 tahun
atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun;

) 7 bulan upah bila masa kerja 6 tahun
atau lebih;

r 8 bulan upah bila masa kerja 7 tahun
atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun;

r 9 bulan upah bila masa kerja 8 tahun
atau lebih.

Besar uang penghargaan masa kerja adalah:

I 2 bulan upah bila masa kerja 3 tahun atau

lebih tetapi kurang dari 6 tahun;
I 3 bulan upah bila masa kerja 6 tahun atau

lebih tetapi kurang dari 9 tahun;

r 4 bulan upah bila masa kerja 9 tahun atau

lebih tetapi kurang dari 12 tahun;
| 5 bulan upah bila masa kerja 12 tahun

atau lebih akan tetapi kurang dari 15

tahun;
r 6 bulan upah bila masa kerja 15 tahun

atau lebih akan tetapi kurang dari l8
tahun;

r 7 bulan upah bila masa kerja 18 tahun
atau lebih akan tetapi kurang dari 21

tahun;
r 8 bulan upah bila masa kerja 2l tahun

atau lebih akan tetapi kurang dari 24
tahun;

r 10 bulan upah bila masa kerja 24 tahun
atau lebih.

INFO HUXU M VOLUME XI NOMOR 6 OESEMEER MOg t0



Uang penggantian hak mencakup | 1. Isi Perjanjian Kerja Bersama
penggantian atas istirahat tahunan yang
belum diambil dan belum gugur; penggantian Seperti diuraikan di atas PKB

untuk istirahat panjang secara proporsional I memuat penegasan kembali ketentuan yang

bilamana di perusahaan yang bersangkutan I telah diatur oleh peraturan perundang-

diberlakukan; biaya pekerja dan keluarganya I undangan terutama mengenai hak dan

ke tempat pekerja diterima bekerja, dan uang I kewajiban pekerja. Baik karena inisiatif
penggantian perumahan dan pengobatan" I Pengusaha maupun sebagai hasil

Uang penggantian perumahan dan I Perundingan serikat pekerja dengan

pengobatan ditetapkan 15% dari uang I pengusaha, ketentuan yang dimuat dalam

pesangon dan uang PMK. PKB diharapkan dapat lebih baik bagi

I nekerja dari ketentuan yang diatur oleh

C. pERJANJIAN KERJA BERSAMA ! Pemerintah. Disamping itu, PKB juga
memuat beberapa ketentuan yang belum

Perjanjian Kerja Bersama atau PKB I diatur secara spesifik oleh Pemerintah

adalah kesepakatan atau perjanjian yang I seperti skala dan tingkat upah, jaminan

dicapai melalui perundingan antara wakil I sosial, tata tertib kerja, dan penyelesaian

serikat pekerja dan wakil pengusaha di satu I keluh kesah pekerja dan penyediaan fasilitas

atau beberapa perusahaan mengenai hak dan I bagi serikat pekerja.

kewajiban pekerja serta kewenangan dan

kewajiban pengusaha.

Sebagai hasil perundingan, dalam
PKB perlu dicantumkan pihak-pihak yang

Sama halnya dengan Peraturan I mengadakan kesepakatan atau perjanjian

Perusahaan, PKB antara lain memuat I dengan menyebutkan nama, tempat

ketentuan mengenai hari kerja dan jam I kedudukan serta alamat masing-masing

kerja, kerja lembur dan upah kerja lembur, I Pihak, termasuk nomor serta tanggal

pengupahan dan jaminan sosial, istirahat I Pendaftaran serikat pekerja dari Departemen

mingguan dan tahunan, perawatan dan I Tenaga Kerja atau instansi Pemerintah yang

pengobatan, keselamatan dan kesehatan I berwenang dan akte pendirian dan surat izin

kerja, tata tertib dan tindakan disiplin, I usaha perusahaan. Juga perlu ditegaskan

pemutusan hubungan kerja dan uang I kepesertaan pekerja yang dicakup dalam

pesangon. Disamping itu, PKB juga memuat I PKB, misalnya untuk Kantor Pusat atau

tentang pengakuan dan pemberian fasilitas I Kantor Pusat dan Cabang/Daerah, atau

bagi serikat pekerja. satu Perusahaan dengan Perusahaan-

Tujuan perumusan PKB adalah I Perusahaan dalam kelompoknya. Demikian

melibatkan para pekerja melalui serikat lju8a harus dijelaskan kelompok pekerja

pekerja dalam perundingan dengan I VanB dicakup dalam PKB.

pengusaha untuk menentukan hak dan PKB juga harus memuat penegasan

kewajiban pekerja serta kewenangan dan I Pengakuan serikat pekerja dan hak-haknya

kewajiban pengusaha. Dengan demikian, I berupa kesediaan Pengusaha menyediakan

pengusaha dan pekerja dapat bersama-sama I fasilitas dan izin terhadap serikat pekerja

menjamin kelangsungan dan meningkatkan I seperti:

produktivitas perusahaan, untuk kemudian I a ruangan kantor beserta perlengkapan

meningkatkan kesejahteraan pekerja dan I termasuk papan nama;

r hak mengadakan pertemuan dengan para

anggotanya;
keluarganya.
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hak pimpinan serikat pekerja untuk
meninggalkan pekerjaan dalam rangka
tugas organisasi atau memenuhi
panggilan Pemerintah guna kepentingan
organisasi atau kepentingan Negara I e.

dengan tetap mendapatkan upah penuh;

I kesediaan perusahaan untuk melakukan
pemotongan iuran anggota serikat
pekerja sesuai peraturan yang berlaku.

Ketentuan syarat kerja lainnya pada

dasarnya sama dengan ketentuan pada

Peraturan Perusahaan. Pada bagian akhir
PKB dimuat ketentuan-ketentuan mengenai
hal-hal berikut :

Untuk mengisi kekosongan hukum
mengenai syarat-syarat kerja yang belum
diatur dalam peraturan perundang-
undangan;
Sebagai acuan atau referensi utama
untuk menyelesaikan keluh kesah
pekerja, perbedaan tafsir peraturan
antara pengusaha dan pekerja, bahkan
untuk penyelesaian perselisihan antara
pengusaha dan serikat pekerja.

f. Untuk menciptakan hubungan industrial
yang aman dan harmonis yang
didukung oleh suasana musyawarah
dan kekeluargaan dalam perusahaan,

ketenangan kerja bagi pekerja, kepastian
usaha bagi pengusaha, berkurangnya
kasus perselisihan dan gangguan
produksi.

3. Tata Cara Pembuatan PKB

Pedoman pembuatan PKB telah
diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No. PER-
48A4EN/2004. Tahap pertama, pengurus
Serikat Pekerja yang telah terdaftar di kantor
Pemerintah setempat mengajukan
permintaan secara tertulis kepada
manajemen atau pengusaha untuk berunding
merumuskan PKB dilampiri dengan
rancangan PKB. Bila jumlah anggota serikat
pekerja masih kurang dari 50 persen dari
jumlah pekerja yang berhak menjadi
anggota, pengusaha dapat menolak usul
serikat pekerja melakukan perundingan.
Dalam hal ini, Peraturan Perusahaan tetap
berlaku. Namun bila jumlah anggota serikat
pekerja lebih dari 50 persen dari seluruh
pekerja yang berhak, maka pengusaha harus

sudah siap memulai perundingan, paling
lambat 30 hari sejak permintaan tersebut.
Usul inisiatif untuk berunding dapat juga
datang dari manajemen atau pengusaha

dengan melampirkan rancangan PKB.
Pengusaha dapat juga menerima tawaran
dari serikat pekerja merundingkan PKB
walaupun anggota serikat pekerja belum
mencapai 50o/o darijumlah pekerja.

d.

o Masa berlaku serta
penandatanganan Perjanjian

tempat
Kerja

Bersama;

r Perubahan dan perpanjangan PKB;
I Tempat PKB ditandatangani.
t Nama, jabatan&edudukan yang

menandatangani PKB;
r Tempat PKB ditandatangani.

2. Manfaat Perjanjian Kerja Bersama

PKB merupakan sarana pelaksanaan

hubungan industrial dalam rangka
menciptakan hubungan kerja yang harmonis,
aman, mantap, tentram dan dinamis,
sehingga terwujud ketenangan kerja dan

kelangsungan operasional perusahaan. Dalam
hubungan ini PKB menjadi sangat
bermanfaat:
a. Sebagai pedoman bagi pengusaha

menjalankan kewajibannya dan

penegasan atas kewenangan pimpinan
perusahaan;

b. Sebagai pedoman bagi pekerja
menjalankan kewajibannya dan

memperoleh hak-haknya serta untuk
mengakui dan menghormati kewenangan
pengusaha;

c. Mempertegas pengakuan pengusaha

atas kehadiran dan peranan serikat
pekerja serta fasilitas yang diperoleh
serikat pekerja;
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Tahap kedua, pengusaha dan

pimpinan Serikat Pekerja menyepakati Tata
Tertib Perundingan yang antara lain
mencakup: Tujuan pembuatan tata tertib;
susunan tim perunding; lama masa

perundingan; materi perundingan; tempat
perundingan ; tata cara perundingan; dan cara

penyelesaian bila menemui kesulitan
mencapai kesepakatan.

Susunan tim perunding tidak Perlu
terlalu banyak; tergantung pada skala

perusahaan atara 3-9 orang dari masing-
masing pihak. Dengan persiapan yang
matang dari masing-masing pihak, masa

perundingan tidak perlu terlalu lama;
sebaiknya tidak melebihi satu minggu.
Materi perundingan dapat diusulkan Serikat
Pekerja atau oleh Pengusaha, atau atas

kesepakatan bersama dipersiapkan oleh
Lernbaga Bipartit. Tempat perundingan
sebaiknya di tempat perusahaan atau tempat
lain yang lebih menyenangkan.

Tahap ketiga, masing-masing pihak
membentuk Tim Perunding. Perundingan
dilakukan secara musyawarah untuk mufakat,
tidak secara pemungutan suara (voting).
Oleh sebab itu, jumlah perunding dari kedua

belah pihak tidak perlu sama, tergantung dari
jumlah unit perusahaan dan jumlah pekerja
yang akan dicakup dalam PKB. Supaya
efektif dalarn perundingan, jumlah anggota
Tim Perunding sebaiknya tidak terlalu besar

yaitu antara 3 sampai 9 orang dari masing-
masing pihak.

Disamping dari unit Manajemen
Sumberdaya Manusia, Tim Perunding
Pengusaha perlu mengikutsertakan anggota
dari unit Keuangan dan unit operasional yang
relatif dominan. Misalnya di rumah sakit,
diperlukan anggota Tim Perunding mewakili
manajemen di bidang tenaga-tenaga perawat.
Terutama untuk Badan Usaha Milik Negara
atau perusahaan terbuka, sebaiknya seorang
mewakili Dewan Komisaris ikut dalam Tim
Perundingan pihak Manajemen atau
Pengusaha, supaya kesepakatan dalam
perundingan dapat bersifat final. Jadi harus
dihindari istilah "Bila disetujui Dewan
Komisaris atau Rapat Umum Pemegang
Saham".

Bila di satu perusahaan terdapat
lebih dari satu serikat pekerja, anggota Tim
Perunding dapat ditentukan sendiri oleh
serikat pekerja yang memiliki anggota lebih
dari 50% jumlah pekerja. Yang terbaik
adalah bila semua serikat pekerja sepakat
menunjuk anggota Tim Perunding secara
proporsional menurut jumlah anggotanya.
Misalnya dalam satu perusahaan dengan
jumlah pekerja 900 orang, terdapat 3 serikat
pekerja dengan jumlah anggota masing-
masing 500 orang, 200 orang, dan 105

orang. Berarti 95 orang tidak anggota salah

satu serikat pekerja. Maka perundingan pada

dasarnya dapat dilakukan oleh Serikat
Pekerja Pertama saja yang beranggotakan
55,6yo jumlah pekerja. Alternatif kedua, SP

Pertama dapat mengajak salah satu atau dua
SP yang lain duduk menjadi anggota Tim
Perunding.

Alternatif terbaik adalah bila semua

serikat pekerja sepakat menunjuk anggota

Tim Perunding secara proporsional. SP

Pertama diwakili oleh 5 orang, SP Kedua
oleh dua orang, serta SP Ketiga diwakili
oleh satu orang. Dapat pula

dipertimbangkan, atau sebaiknya parc
pekerja yang tidak anggota salah satu SP

pun diminta menunjuk satu orang wakil
mereka duduk dalam Tim Perunding.

Tahap keempat adalah melakukan
perundingan. Selama perundingan, kedua

belah pihak dapat berkonsultasi dengan

Dinas Ketenagakerjaan setempat. Selama

perundingan, kedua belah pihak tidak
diperbolehkan melakukan tindakan
penekanan atau pemaksaan seperti ancaman

PHK atau pemogokan.

Apabila dalam waktu yang telah
disepakati perundingan belum selesai

melakukan pembahasan, atau belum
mencapai kesepakatan mengenai isi PKB,
kedua belah pihak dapat menjadualkan
kembali dalam waktu tidak lebih dari 30

hari melanjutkan perundingan dalam

tambahan waktu yang disepakati.
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Apabila dalam tambahan waktu
perundingan juga tidak tercapai kesepakatan,

maka kedua pihak membuat pernyataan

tertulis bahwa mereka tidak berhasil
merumuskan PKB dan menuliskan hal-hal
yang belum disepakati untuk dinyatakan
sebagai kasus perselisihan tersebut ke Dinas
Ketenagakerjaan setempat. Kemudian,
setelah memeriksa kelengkapan berkas,

Dinas Ketenagakerjaan akan menawarka;;

untuk memilih penyelesaian melalui arbitrasi

atau konsiliasi. Bila pihak pengusaha dan

serikat pekerja tidak sepakat untuk

memilihnya, maka mediator otomatis
mengajak dan membantu kedua belah pihak 

1

mencari penyelesaian. Bila kedua belah

pihak juga tidak sepakat menerima saran

penyelesaian dari mediator, maka kasus

perselisihan disampaikan ke Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
setempat.

Bila kesepakatan tercapai Pada
perundingan pertama atau pada perundingan

lanjutan, atau pada tingkat arbitrasi,

konsiliasi atau mediasi, maka hasil

kesepakatan tersebut dituangkan menjadi

Perjanjian Kerja Bersama. PKB dibuat untuk

diberlakukan selama dua tahun. Dalam PKB

dapat dibuka kemungkinan untuk melakukan

penyesuaian otomatis dan penyesuaian

bersyarat. Penyesuaian otomatis bila
disepakati misalnya pada tahun kedua

upah dinaikkan sebesar kenaikan Indeks

Harga Konsumen (IHK). Penyesuaian dapat

pula dilakukan bila' terjadi perubalan

kebijakan atau peraturan Pemerintah.

Tahap kelima, PKB yang telah

ditandatangani kedua belah pihak harus

didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan

setempat. Disamping itu, pengusaha

mempunyai kewajiban untuk

menyebarluaskan PKB melalui tempaVpapan

pengumuman yang mudah dibaca. Demikian
juga serikat pekerja berkewajiban

menyebarluaskan isi PKB kepada anggota-

anggotanya.

Bila sebelum PKB berakhir
pengusaha dan serikat pekerja sepakat
melakukan perubahan PKB, maka
perubahan tersebut juga harus segera
dilaporkan ke Dinas atau Departemen
Tenagakerja dan Transmigrasi, serta
disosialisasikan kepada pekerja.

Tiga bulan sebelum PKB berakhir,
pengusaha atau serikat pekerja mengambil
inisyatif untuk memulai perundingan
memperbaharui PKB. Selanjutnya
penyusunan PKB dilakukan sesuai dengan
proses dan tahapan-tahapan diuraikan di
atas.

4. Tantangan ke Depan

Tingkat kepatuhan pengusaha
menyusun dan mencatatkan Peraturan
Perusahaan dan melakukan perundingan
untuk penyusunan PKB ternyata masih
rendah. Diperkirakan lebih dari 150.000
perusahaan di Indonesia yang
memperkerjakan 50 orang atau lebih, sekitar
250.000 perusahaan yang mempekerjakan
25 orang atau lebih, dan lebih dari 500.000
perusahaan yang mempekerjakan l0 orang
atau lebih. Namun diantara perusahaan

tersebut hingga akhir tahun 2008, baru
tercatat di Kantor Pusat Departemen
Tenagakerja dan Transmigrasi 41.252

Peraturan Perusahaan dan 10.501 PKB.

TABEL T

PERATURAN PERUSAHAAN DAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA

2007-2008

Tahun PP PKB
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

36.1 1 8

36.174
36.340
36.543
37.228
38.6s4
41.2s2

9.053
9.057
9.061

9.1 68
9.291
9.756

10.501

Sumber : Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi
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3.
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6.

UNTUK DIDISKUSIKAN

Peraturan perusahaan (PP) memuat hak

dan kewajiban pekerja, kewenangan dan

kewajiban pengusaha, serta ketentuan
pokok mengenai tata tertib perusahaan.

Jelaskan hal-hal apa saja yang dimuat
dalam PP tersebut.
PP sangat bermanfaat bukan saja sebagai

pedoman kerja bagi pekerja da;.

pengusaha, akan tetapi juga untuk
memajukan perusahaan dan

meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Uraikan kriteria penyusunan PP serta

kewajiban pengusaha
pelaksanaannya.

dalan;

Kerja lembur dilakukan secara temporer

untuk memenuhi pelayanan sesaat,

bukan secara rutin. Karena dilakukan di
luar jam kerja rutin, upah lembur juga

dibayar jauh lebih besar dari upah jam

kerja normal. Jelaskan.

Dalam rangka perlindungan kesehatan

pekerja, setiap pekerja harus diberi
waktu istirahat yang cukup setiap hari,

istirahat mingguan. dan istirahat tahunan.

Disamping itu, untuk memenuhi tugas

sosial, pekerja patut diizinkan untuk
tidak masuk kerja. Di lain pihak,

selama tidak melakukan pekerjaan

tersebut, pekerja perlu tetap mendapat
penghasilan. Uraikan.
Dalam rangka tindakan disiplin,
pengusaha dapat memberhentikan
seorang pekerja. Jelaskan prosedur yang

perlu dilakukan dan kewajiban yang

harus dipenuhi pengusaha untuk itu.
Isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
pada dasarnya sama dengan isi PP.

Jelaskan persamaan dan perbedaannya

serta uraikan manfaat PKB dan tata cara
perumusannya.
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Strqtegi Pelqhsqnqqn Hqrmonisqsi
Perqturctn qerqh Dqn Rqncqngctn
Peroturqn oeroh
Oleh: AkhyarHZ,SH

Pendahuluan
Salah satu permasalahan dalam

penyelenggaran sistem dan politik hukum
adalah mengenai substansi hukum. Dalam
substansi hukum ditemukan tumpang
tindih dan inkonsistensi peraturan
perundang-undangan. Peraturan peraturan
perundang-undangan banyak yang

tumpang tindih, inkonsistem dan

bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang sederajat satu

dengan yang lainnya, antara peraturan

perundang-undangan tingkat pusat dan

daerah, dan antara peraturan yang lebih
rendah dengan peraturan di atasnya.

Perumusan peraturan perundang-

undangan yang kurang jelas
mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di
lapangan atau menimbulkan multi
interpertasi yang mengakibatkan
terjadinya inkonsistensi. Banyak
ditemukan isi peraturan perundang- | II.
undangan tidak mencerminkan
keseimbangan antara hak dan kewajiban
dan objek yang di atur, keseimbangan
antara hak individu dan hak sosial, atau

mempertimbangkan pluralisme dalam
berbagai hal serta tidak responsifgender.

Hal yang tidak dapat diabaikan
pula banyak undang-undang yang
terhambat pelaksanaannya antara lain
tidak dibuatnya berbagai peraturan
pelaksanaan.

Undang-undang Nomor l0 Tahun
2004 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan mengatur tertib
pembentukan peraturan perundang-

undangan sejak saat perencanaan,
persiapan, teknik penyusunan,
perumusan, pembahasan, pengesahan,

undansan rluasan.

Undang-undang ini mengatur
secara lengkap dan terpadu menganai
sistem, jenis, asas, materi muatan
peraturan perundang-undangan sebagai
landasan yuridis pembentukan
peraturan perundang-undangan di
tingkat pusat maupun daerah.

Undang-undang Nomor l0 Tahun
2004 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan
mengatur mengenai cara dan metode
yang pasti, baku, dan standar yang
mengikat semua lembaga yang
berwenang membuat peraturan
perundang-undangan. Undang-undang
ini memuat mekanisme koordinasi
instansi terkait dalam proses
pembentukan peraturan perundang-
undangan baik di tingkat pusat maupun
daerah.

Pengertian
Harmonisasi berasal dari

Yunani, yaitu "harmonia",yang artinya
terikat secara serasi dan sesuai. Dalam
ensiklopedia Indonesia disebutkan
bahwa istilah harmonisasi secara
etimologi berasal dari kata dasar
harmoni, menunjukan pada proses
yang bermula dari suatu upaya, untuk
menuju atau merealisasi sistem
harmoni. Istilah harmoni juga di
artikan keselarasan, kecocokan,
keserasian, keseimbangan, dan
menyenangkan.

Dalam "The Contemporary
English-Indonesia Dictionary" kata
"harmoni" di artikan selaras, serasi,
dan " harmonie s " diartikan keselarasan,
persesuaian.dalam "Oxford Anvenced
Learner's Dictionary" istilah
"harmonized" diartikan "Iftwo or

I.
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III.

more things harmonize with each other
or more things with rhe other, the

things go well together and produce an
attractive result. "

Harmonisasi hukum
berkembang dalam ilmu hukum dan
praktik hukum di Belanda sejak tahun
1970. Untuk tujuan harmonisasi
hukum, didirikan Inter Deparlmentat
Comission -fo, Harmonization of
Legislation dan membentuk Ministry of
Justice a Staff Bureau "fo,
Harmonization.

Dalam Undang Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dinyatakan
pengertian evaluasi adalah proses
pengujian keseusaian Rancangan
Peraturan Daerah dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang
undangan yang lebih tinggi. Evaluasi
bertujuan untuk tercapainya keserasian
antara kebijakan daerah dan kebijakan
nasional, keserasian antara kepentingan
publik dan kepentingan aparatur.
Evaluasi dilakukan Pemerintah Pusat
terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tertentu yang mengatur pajak daerah,
retribusi daerah, APBD, perubahan
APBD dan tata ruang.

Dasar Hukum

Di Indonesia penggunaan istilah
harmonisasi dalam proses penyusunan
peraturan perundang-undangan
dimulai pada Keputusan Presiden
Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata
Cara Mempersiapkan Rancangan
Undang-Undang.
Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 188
Tahun 1998 berbunyi:
Dalam rangka pengharmonisasi,
pembulatan dan pemantapan konsepsi
yang akan dituangkan dalam
Rancangan Undang-undang, Menteri
atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa
penyusunan Rancangan Undang-

undang wajib mengkonsultasikan
terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan
Menteri Kehakiman serta Pimpinan
Lembaga lainnya yang terkait.

Upaya pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang
akan dituangkan dalam rancangan undang-
undang diarahkan pada perwujurdan
keselarasan konsepsi tersebut dengan
ideologi negara, tujuan nasional, berikut
aspirasi yang melingkupinya, UUD 1945,
GBHN, undang-undang lain yangtelah ada
berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan
lainnya yang terkait dengan bidang yang
akan diatur dalam rancangan undang
tersebut.

Kemudian Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas) tahun
2000 - 2004 dalam lampiran, sub program
pembentukan peraturan perundang-
undangan adalah terciptanya harmonisasi
peraturan perundang-undangan yang sesuai
aspirasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor l0
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Pasal 18 ayat (2)
menyebutkan Pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan undang-undang yang berasal dari
Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri
yang tugas dan tanggung jawab di bidang
peraturan perundang-undangan. Ketentuan
pasal ini membatasi pengharmonisasian
Rancangan Undang-Undang (RUU) yang
berasal dari Presiden, Menteri yang
bertanggung jawab di bidang Perundang-
undangan yang diberikan kewenangan
mengkoordinasikan pengharmonisasian
adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia. Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan
pengharmonisasian pada penyusunan
pengelolaan Program Legislasi Nasional di
lingkungan Pemerintah dan dalam
mempersiapkan Rancangan Undang-
Undang. Rancangan Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang, I IV.
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan

Rancangan Peraturan Presiden sesuai dengan
Peraturan Presiden Nornor 6l Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyusunan dan

Pengelolaan Prograrn Legislasi Nasional dan

Peraturan presiden Nomor 68 Tahun 2005

tentang Tata Cara Mernpersiapkan
Rancangan Undang-undang, Rancangan

Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan Rancangan Peraturan Presiden.

Dalam Orgarrisasi dan Tata kerja
Departemerr Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Pengharmonisasian peraturan perundang-
undangan rnenjadi salah satu fungsi
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
Undangan.

Pengharmorrisasian yang dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan terhadap peraturan
perundang-undangan di bawah undang-
undang adalah peraturan perundang-

undangan di tingkat pusat yaitu Peraturan
Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden
(Perpres). Adapun Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) karena
materi muatannya sama dengan materi
muatan undang-undang maka secara mutatis | '
rnutandis berlaku
pengharrnon isasian.

Terkait dengan pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Daerah, ada beberapa

hal yang perlu dipertimbangkan dalam
menyusLlr-l Rancangan Peraturan Daerah
Yaitu:

l) Mengapa perlu dilakukan
pengharmon isasian?

2) Aspek-aspek apa yang diarmoniskan?

3) Perrnasalahan yang di hadapi dalam
proses penghannon isasian

Mengapa Perlu Pengharmonisasian?
Secara singkat dapat

dikemukakan bahwa
pengharmonisasian adalah upaya untuk
menyelenggarakan, menyesuaikan,
memantapkan, dan membulatkan
l<onsepsi suatu rancangan peraturan
perundang-undangan, dengan peraturan
perundang-undangan lain, baik yang
lebih tinggi, sederajat, maupun yang
lebih rerrdah, dan hal-hal lain selain
peraturan perundang-undangan.
sehingga tersusun cara sistematis, tidak
saling berlentangan atau tllmpang tindih
(overlapping). Hal ini merupakan
konsekuensi dari adanyahierarki
peraturan perundan g-undangan.
Dengan dilakukan pengharrnonisasian
maka akan tergambar akan jelas dalam
pemikiran atau pengertian bahwa suatu
peraturan perundang-undangan
merupakan bagian integral yang utuh
dari keseluruhan sistern peraturan
perundang-undangan.

Upaya pengharnronisasian
dilakukan, selain untuk memenuhi
ketentuan Pasal I 8 ayat (2) Undang-
Undang Nornor l0 Tahurr 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, paling tidak ada 3 alasan lain
yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

prosedur I a. Peraturan Perundang-undangan
merupakan bagiarr integral dari sistem
hukum.
Peraturan perundang-undangan sebagai
suatu sistem atau sub sistem dari sistem
yang lebih besar tentu harus memenuhi
ciri-ciri antara lain ada saling
keterkaitan dan saling tergantung dan
rnerupakan satu kebulatan yang utuh,
disarnping ciri-ciri lainnya. Dalam
sistem peraturan perundang-undangan
yang tersusun secara hierarkis, ciri-ciri
tersebut dapat diketahui dari ketentuan
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayaL (5)
Undang-Undang Nomor l0 Tahun
2004.
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Pasal 2 menentukan bahwa Pancasila

merupakan sumber dari segala sumberhukum
negara. Penjelasan pasal tersebut menentukan

bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber

dari segala sumber hukum negara Republik
IndonesiaTahun 1945 yang menempatkan

Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta

sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara,

sehingga setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan tidak boleh

bertentangan dengan nilai-nilai yang

terkandung Pancasila.

Kemudian Pasal 3 ayat (1) menentukan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 merupakan
hukum dasar peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 3 ayat (l) menentukan
bahwa Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang

memuat hukum dasar negara merupakan

sumber hukum bagi pembentukan peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-
Undang Dasar. Selanjutnya Pasal 7 ayat (5)
menentukan kekuatan hukum peraturan
perundang-undangan adalah sesuai dengan
hierarki peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 7 ayat (5) menentukan
bahwa yang dimaksud dengan "hierarki"
adalah penjengjangan setiap jenis peraturan
perundang-undangan yang didasarkan pada

asas bahwa peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi.

Dari ketentuan di atas jelas bagaimana
keterkaitan dan saling ketergantungan satu

peraturan perundang-undangan dengan
peraturan perundang-undangan lain yang

merupakan satu kebulatan yang utuh.

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum negara harus mengalir
dalam materi muatan peraturan perundang-
undangan. Demikian pula Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indunesia Tahun
1945 merupakan sumber hukum bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan
di bawah Undang-Undang Dasar.

Peraturan perundangan-undangan yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.

Pengharmonisasian dilakukan untuk
menjaga keselarasan, pemantapan, dan
kebulatan konsepsi peraturan
perundang-undangan sebagai sistem
agar peraturan perundang-undangan

berfun gsi secara efektif.

b. Peraturan perundang-undangan dapat
diuji (udicial review) baik secara
material maupun formal.
Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indunesia
Tahun 1945 menentukan antara lain
bahwa Mahkamah Agung berwenang
menguji perturan perundang-undangan
di bawah Undang-Undang terhadap
Undang-Undang.

Dengan demikian, PP, Perpres, Perda
dan peraturan perundang-undangan lain
yang berwenang mengujinya adalah
Mahkamah Agung.

Kemudian Pasal 24 C ayat (l) antara
ini menentukan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang
Dasar.

Berhubung dengan
pengharmonisasian

itu,
peraturan

perundang-undangan sangat strategis
fungsinya sebagai upaya preventif untuk
mencegah diajukannya permohonan
pengujian peraturan perundang-
undangan kepada kekuasaan kehakiman
yang berkompeten.

Putusan kekuasaan kehakiman dapat
menyatakan bahwa suatu materi muatan
pasal, ayat, dan/atau bagian dari
perturan perundang-undangan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
atau tidak menpunyai dampak yuridis,
sosial dan politik yang luas. Karena itu
pengharmonisasian perlu dilakukan
secara cermat.
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c. Menjamin proses pembentukan peraturan
perundang-undangan dilakukan secara

taat asas demi kepastian hukum.

Proses pembentukan peraturan
perundang-undangan perlu dilakukan
secara taat asas dalam rangka membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik
yang memenuhi berbagai persyaratan
yang berkaitan dengan sistem, asas, tai'
cara penyampaian dan pembahasan,

teknis penyusunan serta

pemberlakuannya dengan membuka akses

kepada masyarakat untuk
berpartisipasi.Peraturan perundang- 

i

undangan sebagai hukum tertulis yang

sangat penting dalam sistem hukum kita
dan mengikat publik haruslah
mengandung kepastian hukum, sehingga
akibat dari tindakan tertentu yang sesuai

atau yang bertentangan dengan hukum
dapat diprediksi. Dengan demikian
peraturan perundang-undangan dapat
menjadi sarana yang penting untuk
rnenjaga hubungan yang sinergis antar
warga masyarakat dan antara masyarakat
dengan pemerintah untuk mewujudkan
tujuan bersama secara dinamis, tetapi
tertib dan teratur.

Aspek aspek yang diharmonisasikan

Setidak-tidaknya ada 2 aspek yang perlu

diharmonisasikan pada waktu menyusun

peraturan daerah yaitu perlu berkaitan

dengan aspek konsepsi materi muatan dan

aspek teknik penyusunan peraturan

perundang-undangan.

a. Yang berkenaan dengan konsepsi

materi muatan peraturan daerah.

Suatu peraturan daerah berdasarkan

Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Peraturan Daerah dapat

dibatalkan karena: l) bertentangan

dengan kepentingan umum; danlatau
2) bertentangan dengan peraturan

daerah atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.

l) Pengharmonisasian materi muatan
rancangan peraturan daerah dengan
peraturan daerah dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pengharmonisasian dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi
dilakukan agar materi peraturan daerah
tidak tumpang tindih dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, karena hal tersebut
akan menimbulkan ketidakpastian
hukum dan ambiguitas dalam
penerapannya.

Dalam pelaksanaan pengharmonisasian
dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi sudah tentu berbagai
peraturan perundang-undangan yang
terkait perlu di pelajari secara cermat
agar konsepsi materi muatan peraturan
perundang-undangan yang erat
berhubungan satu sama lain selaras.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 10
Tahun 20A4 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan, jenis
dan hierarki peraturan perundang-
undangan adalah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia, Undang-
undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, dan Peraturan
Daerah.

Dengan mengutip pendapat Hans Kelsen,
Prof. Hamid Attamimi mengajarkan
bahwa norma yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan
merupakan sistem norma yang dinamik
(nomodinamic) yaitu sistem norma yang
melihat pada berlakunya suatu norma
atau cara pembentukan dan
penghapusannya. Norma itu berjenjang-
jenjang dan berlapis-lapis, dimana norma
yang dibawah berlaku, bersumber dan
berdasarkan pada norma yang lebih
tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku,
bersumber dan berdasar pada norma
yang lebih tinggi, demikian seterusnya
sampai akhirnya disebut norma dasar
(Grundnorm). Pandangan ini dalam
pembicaraan sehari-hari disebut "asas
hierarki" peraturan perundang-undangan.

v.
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2)

"Asas hierarki" tidak secara eksplisit | 5)

tercantum dalam Pasal 5 UU 10/2004,

namun dalam Pasal 7 ayat (4) disebutkan
jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan, dan perundang-undangan lain

di luar Pasal 7 ayat (1) diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanJang

diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. DaPa;

dikatakan bahwa penerapan asas hierarki
berlaku dan telah diterapkan dalam

sistem perundang-undangan di Indonesia.

Konsekuensi dari asas hierarki
adalahbahwa peraturan Yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan

dengan peraturan yang lebih tinggi'
Untuk menghindari kemungkinan adanya

pertentangan tersebut dapat di ketahui

antara lain dari proses harmonisasi.

Pengharmonisasian materi muatan

rancangan peraturan daerah terhadap

kepentingan umum. Dalam menyusun

peraturan daerah hendaknya diperhatikan
betul kepentingan umum. Jangan sampai

peraturan daerah .bertentangan atau

melanggar kepentingan umum.
pelanggaran terhadap kepentingan umum
dapat menjadi alasan dibatalkanya
peraturan daerah.
Pengharmonisasian rancangan peraturan

daerah dengan teori hukum, asa hukum,
sistem hukum, pendapat para ahli yang

terkait dengan raperda yang akan di

susun.
Pengharmonisasian rancangan peraturan

daerah dengan putusan Mahkamah
Agung atas pujian terhadap peraturan

perundang-undangan di bawah undang-

undang, terutama peraturan daerah.

putusan Mahkamah Agung atas

pengujian terhadap peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang yang

telah rnemperoleh kekuatan hukum tetap

harus dipertimbangkan oleh perancang

dalam menyusun rancangan peraturan

daerah.

Pengharmonisasian rancangan peraturan

daerah dengan asas-asas pembentukan
peraturan perundag-undangan yang

meliputi:
Kejelasan tujuan;
Kelembagaan atau Organ pembentuk
yang tepat;
Kesesuaian antara jenis dan materi
pemuatan;
Dapat di laksanakan;
Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;
Kejelasan Rumusan;
Keterbukaan.

Selain itu, pada waktu penyusunan
peraturan daerah juga harus

diperhatikan asas-asas materi muatan
peraturan daerah yang meliputi :

a. Pengayoman;
b. Kemanuasiaan;
c. Kebangasaan;
d. Kekeluargaan;
e. Kenusantaraan;
f. Bhinneka Tunggal Ika;
g. Keadilan;
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum

dan pemerintah;
i. Ketertiban dan kepastian hukum;

danlatau;
j. Keseimbangan, keserasian dan

keselarasan.

Pengharmonisasian rancangan peraturan

daerah dengan nilai-nilai hak asasi

manusia.

Sesuai surat edaran Menteri Dalam
Negeri No. l88.34ll586lSJ tanggal 25

Juli 2006 perihal Tertib perancangan dan

penetapan peraturan daerah bahwa
rancangan Perda Provinsi,
Kabupaten/Kota harus diharmonisasikan
dengan Panitia Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia ( RANHAM )
Provinsi, Kabupaten/Kota.

3)

4)

6)
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7) Hal yang tidak kalah pentingnya
adalah pengharmonisasian rancangan
peraturan daerah dengan hukum dan

adat, Norma-norma tidak tertulis, dan

kebijakan-kebijakan yang terkait
dengan peraturan daerah yang akan di
susun.

b. Teknik penyusunan peraturan I A.
perundang-undangan baik menyangkut
kerangka peraturan perundang-
undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa
dan bentuk peraturan perundang-
undangan. Tehnik penyusunan peraturan
perundang-undangan tertuang dalam
lampiran Undang-undang Nomor 10

Tahun 2004. Pengabaian terhadap
tehnik penyusunan peraturan perundang-
undangan akibatnya memang tidak
sefatal pengabaian keharusan
harmonisasi atas subsitansi peraturan
perundang-undangan. Pengabaiaan
terhadap tehnik penyusunan peraturan
perundang-undangan, tidak dapat
menjadi alasan batalnya peraturan
perundang-undangan atau alasan untuk
melakukan Judicial Riview. Apabila kita
mengabaikan tehnik penyusunan
peraturan perundang-undangan, paling-
paling kita hahya dapat mengatakan
bahwa peraturan perundang-undangan
tersebut jelek. Yang dapat dijadikan
dasar untuk melakukan Judicial Riview
adalah alasan bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi danlatau
bertentangan dengan kepentingan umum.

Strategi Evaluasi Harmonisasi
Peraturan Daerah

Dasar hukum evaluasi
harmonisasi Peraturan Daerah adalah
Keputusan Presiden (baca : Peraturan
Presiden) Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM) Tahun 2004 -
2009 yang menugaskan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia bersama
Gubernur membentuk Panitia Pelaksana
RANHAM Provinsi dan kepada
Bupati/Walikota membentuk Tim
Panitia Pelaksana RANHAM

Kabupaten/Kota yang salah satu program
utamanya adalah persiapan harmonisasi
Peraturan Daerah dengan maksud agar
seluruh Peraturan Daerah yang ada
maupun dalam proses pembentukan
Peraturan Daerah mengandung unsur-
unsur hak asasi manusia.

Evaluasi Peraturan Daerah
Perlu diperjelas bahwa evaluasi bukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185

sampai dengan Pasal I 9l Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Evaluasi adalah
penelitian dan pengkajian terhadap
Peraturan Daerah. Evaluasi yang
menyangkut substansi Peraturan Daerah
untuk dinilai apakah tidak bertentangan
dengan :

l. Pancasila yang merupakan sumber
dari segala sumber hukum negara;

2. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
yang merupakan hukum dasar dalam
peraturan perundang-undangan; dan

3. Peraturan perundang-undangan yang
tingkatannya lebih tinggi
sebagaimana diatur dalam Pasal 7

Undang-Undang Nomor l0 Tahun
2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

Harmonisasi Rancangan Peraturan
Daerah

Harmonisasi peraturan daerah adalah
bagian dari mekanisme dan tata cara
mempersiapkan rancangan peraturan
daerah. Ketentuan Pasal 27 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan ketentuan Pasal 140 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

B.VI.
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tetrta-ng Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah menjadi Undang-Undang telah

memerintahkan penetapan Peraturan

Presiden tentang Tata Cata Mempersiapkan

RancanganPeraturanDaerah. Rancangan

Peraturan Presiden tentang Tata Ca-ra

Mempersiapkan Peraturan Daerah telah

disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM
kepada Presiden untuk ditetapkan.

Hal-hal penting Yang diatur dalam

Rancangan Peraturan Presiden yang terkair

harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah

dapat berasal dari DPRD maupun Kepala

Daerah. Agar dalam membentuk

Rancangan Peraturan Daerah terdapat

kesamaan pemahaman bahwa Rancangan

Peraturan Daerah tetap berada dalam

kesatuan sistem hukum nasional masih

diperlukan adanya Program Legislasi

Daerah. Program Legislasi Daerah

memuat selain judul juga materi pokok
yang akan diatur serta kaitannya dengan

peraturan perundang-undangan yang lain.

Dalam penyusunan Program Legislasi

Daerah ini baik DPRD maupun

Pemerintah Daerah telah mencermati

baik judul maupun materi Rancangan

Peraturan Daerah harus telah memuat
prinsip-prinsip hak asasi manusia.

2. Dalam persiapan Pembentukan
Rancangan Peraturan Daerah, satuan

kerja perangkat daerah yang menjadi
pemrakarsa dalam memPersiaPkan

Rancangan Peraturan Daerah sesuai

bidang tugasnya menyampaikan laporan

kepada Kepala Daerah disertai penjelasan

selengkapnya mengenai konsePsi

Rancangan Peraturan Daerah Yang
meliputi :

a. latar belakang dan tujuan
pembentukdn;

b. dasar hukum;
c. sasaran yang ingin diwujudkan;
d. pokok pikiran, lingkup, atau

objek yang akan diatur;

e. jangkauan serta arah

pengaturan; dan

f. keterkaitan dengan peraturan

perundang-undangan lain.

3. Kepala Daerah melalui Sekretaris

Daerah menugaskan KePala Biro
Hukum Provinsi atau KePala

Bagian Hukum Kabupaten/Kota

untuk melakukan harmonisasi dan

sinkronisasi Rancangan Peraturan

Daerah.

Harmonisasi Rancangan Peraturan

Daerah di Provinsi

mengikutsertakan wakil dari

Departemen Hukum dan HAM
sedangkan harmonisasi Rancangan

Peraturan Daerah di

Kabupaten/Kota daPat

mengikutsertakan wakil dari

Departemen Hukum dan HAM serta

Departemen teknis.

VII. Permasalahan yang dihadapi dalam
proses pengharmonisasian Raperda,
antara lain :

l. Masih adanya semangat egoisme

sektoral dari masing-masing Satuan

Kerja Perangkat Daerah karena

belum adanya persamaan persePsi

tentang Raperda sebagai suatu

sistem sehingga pembahasan oleh

Wakil Satuan Kerja Perangkat

Daerah terkait tidak bersifat

menyeluruh, tetapi bersifat

fragmentaris menurut interest

masing-masing Satuan Kerja
Perngkat Daerah.
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4.

Wakil-wakil yang diutus oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah sering berganti-
ganti sehingga dengan pendapat yang

diajukan tidak konsisten, tergantung
individu yang ditugasi mewakili sehingga

mengham bat pembahasan.

Raperda yang diharmonisasikan sering

baru dibagi pada saat rapat atau baru

dipelajari pada saat rapat, sehingga
pendapat yang diajukan bersifat spontan

dan belum tentu mewakili PendaPat
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4. Tenaga Fungsional Perancang Peraturan

Perundang-undangan masih terbatas dan

belum memiliki spesialisasi untuk
menguasai bidang hukum tertentu karena
jabatan fungsional perancang peraturan
perundang-undangan tidak cukup
menarik.

5. Kurangnya referensi primer/sekunder
Peraturan Perundang-undangan,
yurisprudensi, naskah akademik, buku-
buku, kamus dan perkembangan

pemikiran dalam ilmu hukum dan

perundang-undangan.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu
ditempuh kebijakan, antara lain:

l. Perlu ditindak lanjuti Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor
188.3411586/SJ, tanggal 25 Juli 2006
perihal Tertib Perancangan dan
Penetapan Peraturan Daerah. Khusus
pada angka 7 (tujuh) ditegaskan bahwa
para Gubernur, Bupati/Walikota dapat
mendayagunakan keberadaan para
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepala
Dinas Provinsi dan Kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai bidangnya di
daerah masing-masing untuk melakukan
harmonisasi maupun evaluasi Raperda
dan Perda.

2. Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah
dilakukan pertemuan berkala untuk
menyamakan persepsr bahwa
pengharmonisasian dilakukan dengan
pendekatan kesisteman, karena peraturan

Daerah dan Produk Hukum Daerah

merupakan sub sistem hukum nasional.

Anggota Tim atau Wakil Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam rapat
harmonisasi adalah pejabat yang
berkompeten dan tidak berganti-
ganti.
Pendapat dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah agar disampaikan
selain tertulis untuk dijadikan bahan
pembahasan.

5. Raperda yang akan diharmonisasikan
dan bahan pendukung agar dibagikan
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
rapat, untuk memberikan kesempatan
kepada masing-masing instansi
terkait untuk membahas secara
internal.

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas
tenaga perancang peraturan
perundang-undangan di daerah.

7. Penambahan koleksi perpustakaan
dengan referensi yang diperlukan dan
memanfaatkan teknologi informasi
untuk memperoleh referensi yang
diperlukan dari berbagai sumber di
Pusat maupun daerah-daerah lain.

8. Sarana dan alokasi dana untuk
pengharmonisasian Raperda dicukupi
untuk kelancaran pengharmonisasian.

V[I. Pembatalan Peraturan Daerah
(PERDA) mengenai Retribusi di
Bidang Ketenagakerjaan.

Dalam periode tahun 2004 - 2008
terdapat 66 (enam puluh enam)
PERDA yang telah dibatalkan
dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri.

Pembatalan tersebut karena
bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih
tinggi setelah melalui pengkajian
oleh Tim yang beranggotakan
Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Departemen Dalam
Negeri, Departemen Keuangan dan
Instansi terkait.

aJ,
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TAHUN 2OO4

NO.
PERATURAN

DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
TAHUN TENTANG

I Kabupaten
Dairi

I 8 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Dairi Nomor 05 Tahun 2002 tentang
Ketenagakeriaan.

2. Kota Dumai 4l Tahun 2004 Pernbatalan Peraturan Daerah Kota Dumai
Nomor l5 Tahun 2000 tentang Wajib Latih
Tenaga Keria Baei Perusahaan.

3. Kota Dumai 7l Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Dumai
Nomor l4 Tahun 2000 tentang Pembinaan
Keseiahteraan Buruh.

4. Kabupaten
Kepulauan Riau

39 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2002
tentang Tenaga Keria Lokal

5. Kabupaten
Kerinci

42Tahun2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Kerinci Nomor 1l Tahun 2002 tentang
Retribusi Ketenagakeriaan.

6. Kabupaten
MusiBanyu
Asin

19 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyu Asin Nomor 19 Tahun 2002
tentang Retribusi Pelayanan Bidang
Ketenagakeriaan.

7. Kabupaten
Prabumulih

201 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Prabumulih Nomor 4l Tahun 2003 tentang
Retribusi Pelayanan Ketenasakeriaan.

8. Kabupaten
Bangka

170 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Retribusi Pelayanan Bidang
Ketenagakerjaan.

9. Kota Bandar
Lampung

202Tahun2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Retribusi B idang Ketenagakerj aan.

DAFTAR PERATT]RAN DAERAH DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
YANG DIBATALKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI

TAHUN 2004-2008
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NO.
PERATURAIY

DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
TAHTJN

TENTANG

10. Kabupaten
Serang

43 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Serang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Retribusi Perpanjangan lzin Pengunaan
Tenasa Keria Asine.

ll Kota Tangerang 180 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota
Tangerang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pelayanan Bidang
Ketenagakeriaan.

12. Kabupaten
Sumedang

175 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pelavanan Ketenasakeriaan.

13. Kabupaten
Indramayu

176 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
lndramayu Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Retribu si Ketenaeakeri aan.

14. Kabupaten
Karawang

179 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pelayanan Ketenagakeriaan.

15. Kabupaten
Bekasi

20 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pelayanan Ketenasakeriaan.

16. Kota Bandung 44 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi
Ketenagakeriaan.

t7. Kota Cimahi 177 Tahun2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi
Ketenagakeriaan.

18. Kabupaten
Sukoharjo

45 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang
Retribusi Izin Keselamatan dan Kesehatan
Kerja.

19. Kabupaten
Jepara

2004l8l Tahun Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Jepara Nomor l5 Tahun 2001 tentang
Retribusi Izin Penyimpangan Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat Buruh.
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NO.
PERATT]RAN

DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
TAHIJN

TENTANG

20. Kota Magelang 182 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pelayanan Ketenasakeriaan.

2l Kabupaten
Jember

183 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Retribusi Ketenagakeriaan.

22. Kabupaten
Gresik

105 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Retribusi Izin Pelayanan Ketenasakeriaan.

23. Kabupaten
Kediri

208 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Retribusi Pelavanan Ketenasakeriaan.

24. Kabupaten
Madiun

184 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Madiun Nomor 08 Tahun 2004 tentang
Retribusi Pelavanan Ketenasakeriaan.

25. Kota Surabaya 207 Tahun2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelayanan Di
Bidans Ketenasakeriaan.

26. Kabupaten
Murung Raya

I 89 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 22Tahun 2003 tentang
Retribusi Pelayanan Bidang
Ketenagakeriaan.

27. Kabupaten
Murung Raya

263 Tahun2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 2l Tahun 2003 tentang
Retribusi Iiin Keselamatan Keria.

28. Kabupaten Pasir 190 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasir Nomor 27 Tahun 2003 tentang
Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.

29. Kabupaten
Kutai

48 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga
Kerja WNA Pendatang.
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NO.
PERATURAN

DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
TAHITN

TENTANG

30. Kabupaten
Nunukan

259Tahun2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Nunukan Nomor 43 Tahun 2003 tentang
Retribusi Pelayanan Ketenagakeriaan.

3l Kota Bontang 25Tahun2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bontang
Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pelayanan Ketenagakerj aan.

32. Kota Bontang 265 Tahun2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bontang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin
Bidane Ketenagakeriaan.

JJ. Kota Samarinda 47 Tahun2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota
Samarinda Nomor l0 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pelayanan Ketenagakeriaan.

34. Kabupaten
Kotabaru

187 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Retribusi Pelayanan Bidang
Ketenagakeriaan.

35. Kota
Banjarmasin

49 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Retribusi Felayanan Bidang
Ketenasakeriaan.

36. Kota Banjar
Baru

2l Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar
Baru Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pelayanan Ketenasakeriaan.

37. Kota Mataram 2l I Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi
Pelayanan Ketenagakeri aan.

38. Kabupaten
Maros

220Tahun2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Maros Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Retribusi Ketenagakerjaan.

39. Kabupaten
Mamuju

27 Tahun2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Mamuju Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Retribusi Ij in Ketenagakerjaan.
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NO.
PERATURAN

DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
TAHIJN TENTANG

40. Kota Makassar 53 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Pengaturan dan Pemungutan Retribusi
Ketenagakerjaan.

4t Kota Manado 22 Tahun2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Manado
Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pengawasan Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.

42. Kota Manado 23 Tahun2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Manado
Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi
Penempatan dan Perlindungan Hubungan
Keria Tenaga Keria.

43. Kota Bitung 24Tahun2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bitung
Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi
Ketenagakerjaan Kota Bitung.

44. Provinsi
Gorontalo

196 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi
Gorontalo Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Retribusi Penempatan Tenaga Kerja.

45. Kota Kendari I 94 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Kendari
Nomor I I Tahun 2003 tentang Retribusi
Jasa Pelayanan Di bidang Syarat-syarat
Kerja.

46. Kabupaten
Maluku
Tenggara

56 Tahun 2004 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2002
tentang Retribusi Ijin Kerja Tenaga Asing.
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TAHTIN 2OO5

NO.
PERATURAN

DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
TAHIJN

TENTANG

47. Provinsi
Lampung

69 Tahun 2005 Pembatalan Keputusan Gubernur KDH TK.l
Lampung Nomor 3l Tahun 1996 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi TK.l Lampung Nomor 8 Tahun
1994 tentang Usaha-usaha Kesejahteraan
Penganggur di Provinsi Tk.I Lampung.

48. Kabupaten
MusiBanyu
Asin

76 Tahun 2005 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyu Asin Nomor l0 Tahun 2002
tentang Retribusi Izin Tinggal Warga Negara
Asine (WNA).

49. Kabupaten
Pelalawan

85 Tahun 2005 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Pelalawan Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Retribusi Penempatan dan Perlindungan
Tenasa Keria.

TAHTII\ 2006

NO.
PERATURAN

DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
TAHTII\

TENTANG

50. Kabupaten
Berau

6 Tahun 2006 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Berau Nomor l8 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pelavanan Ketenasakeri aan.

51 Kabupaten
Kebumen

l5 Tahun 2006 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 52 Tahun 2004 tentang
Retribusi Ketenasakeriaan.

52. Kabupaten
sikki

l7 Tahun 2006 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Sikki Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Retribusi Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar
Neseri.

53. Kabupaten
sikki

l8 Tahun 2006 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Sikki Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja WNA
Pendatang.
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TAHUN 2OO7

NO.
PERATURAN

DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR
TAHTJN TENTANG

54. Kabupaten
Magelang

23 Tahun2007 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan.

55. Provinsi
Gorontalo

28 Tahun 2007 Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi
Gorontalo Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Retribusi Jasa Atas Pemberian Pekerjaan.

56. Kabupaten
Bengkulu Utara

ll4Tahun2007 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2003
tentang Retribusi Pelayanan
Ketenagakerjaan.

57. Kabupaten
Rokan Hulu

165 Tahun 2007 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan
dan Kesehatan Kerja.

TAHUN 2OO8

NO. PERATURAI\
DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR
TAHUN TENTANG

58. Kabupaten
Sorong

l6 Tahun 2008 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Sorong Nomor 57 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pelayanan dan Perizinan Bidang
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.

59. Kabupaten
Sorong

l8 Tahun 2008 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Sorong Nomor 58 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pelayanan Pengawasan dan
Perizinan Bidang Hubungan Industrial dan
Perlindungan Tenaga Kerja.
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NO.
PERATURAN

DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
TAHUN

TENTANG

60. Kabupaten Biak 22Tahun2008 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten

Biak Nomor l3 Tahun 2005 tentang

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu

Tanda Pencari Kerja.

61. Kabupaten Biak 23 Tahun 2008 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten

Biak Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Retribusi Perizinan Usaha Ketenagakerj aan.

62. Kabupaten
Huku Sungai

Selatan

206 Tahun 2008 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten

Huku Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2002

tentang Retribusi Pelayanan

Ketenagakerjaan.

63. Kota Bekasi 202 Tahun 2008 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bekasi

Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelayanan dan

Retribusi Bidang Ketenagakerjaan.

64. Kabupaten

KutaiTimur
207 Tahun 2008 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten

Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2002 tentang

Dana Keahlian (Skill Development Fund)
TKI.

65. Kota Medan 208 Tahun 2008 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Medan

Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi

Pelayanan dan Izin Ketenagakerj aan.

66, Kota Manado 228 Tahun 2008 Pembatalan Peraturan Daerah Kota Manado

Nomor I I Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa

Atas Pemberian Pekerjaan.

INFO HUKUMVOLUMEXI NOilOR 6, DESE IBER 2OA9

32



IX. Penutup

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa

strategi pelaksanaan harmonisasi

peraturan Daerah dan Rancangan

Peraturan Daerah yang selama ini

mejadi suatu permasalahan dalam

penyelenggaraan system dan politik

hukum karena tumpang tindih dan

bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang sederajat

ataupun yang lebih tinggi telah

terjawab dengan diundangkannya

Undang-Undang No. l0 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang merupakan

suatu evaluasi dalam proses pengujian

kesesuaian Rancangan Perda dengan

kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi

yang bertujuan untuk mencapai

keserasian antara kebijakan daerah dan

kebijakan nasional terutama yang

mengatur masalah pajak daerah,

retribusi daerah, Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan perubahannya

serta tata ruang.

Undang-Undang No. l0 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mengatur mengenai tata cara dan

metode yang pasti, baku, dan standar yang

mengikat semua lembaga yang mempunyai

wewenang membuat peraturan perundang-

undangan dengan memperhatikan

mekanisme koordinasi antar instansi terkait

dalam proses pembentukan peraturan

perundang-undangan baik di tingkat pusat

maupun daerah.

Selamat membaca semoga

bermanfaat.

Akhyar HZ, SH, Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan

Konvensi lntemasional Biro Hukum, Depaftemen Tenaga

Kerja dan Transmigrasi
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KAJIAAN HUKUM
HAK.HAK PEKERJA YANG SAKIT BERKEPANJANGAN DAN
KELANGSUNGAN HUBUNGAN KERJA KARENA (ALASAN)

SAKIT BERKEPANJANGAN
*analisa hukuml

aar al rra I

o/efi : Umar Kasim, S.H,, M.H., SP.N.

Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak setiap insan, dan

sehat merupakan salah satu bentuk atau

wujud kesejahteraan yang menjadi cita setiap

orang, sipapun dia. Oleh karena itu semua

orang pasti menghendaki selalu sehat dan

senantiasa berupaya untuk menjaga dan

meningkatkan derajat kesehatannya, tidak
terkecuali tenaga kerja.

Upaya penjagaan dan peningkatan kesehatan

tenaga kerja (khususnya bagi pekerja yang

merupakan tenaga keda dalam hubungan

kerja) tidak hanya dilakukan oleh si tenaga

kerja itu sendiri, tapi upaya itu juga

dilakukan bersama-sama (costsharing)

dengan pengusaha (pemberi kerjanya,

employer) dalam rangka menjaga stabilitas

dan continuitas produksi. Karena kalau

tenaga kerja -yang merupakan aset dan

bagian terpenting dari proses produksi- sakit,

maka tentu produktivitas perusahaan juga

akan "sakit".

Oleh karena pentingnya menjaga dan me-

nxanage upaya penjagaan dan peningkatan

kesehatan ini, maka dalam

perkembangannya, upaya tersebut -secara
terbatas- dikelola secara profesional oleh
lembaga jaminan sosial (social security)
yang didirikan oleh Pemerintah (state owned
company) dan bersifat wajib dan compulsory.

Walaupun telah diupayakan maksimal-

mungkin untuk menjaga kesehatan, namun

manusia terkadang tidak dapat mengelak

dan tidak dapat menghindar bilamana

kesehatannya terganggu dan mengalami

sakit atau mungkin juga karena tertimpa

kecelakaan, baik kecelakaan kerja atau

kecelakaan diluar dan tidak berhubungan

dengan hubungan kerja serta bukan

penyakit akibat kerja.

Berkenaan dengan itulah peraturan

perundang-undangan (khususnya mengenai

ketenagakerjaan) mengatur hak dan

kewajiban pihak-pihak yang bersangkut

dengan sakit atau penyakit yang dialami
oleh pekerjanya. Sejauhmana ketentuan

mengenai sakit tersebut dan bagaimana

kalau sakit tersebut terus-menerus dan

berkepanjangan, inilah yang akan dibahas

dalam tulisan ini.

Permasalahan

Sebelum membahas dan menganalisa serta

menguraikan secara panjang lebar

mengenai sakit yang dialami oleh tenaga

kerja (pekerja), perlu kiranya diinventarisir
permasalahan yang menjadi pokok bahasan

tulisan sebagai berikut:

- Apakah yang dimaksud sakit
berkepanjangan;

' Kajian ini diilhami dari surat Sdr. Lina Hidayat selaku General Manager PT Pancaprima Ekabrothers Jalan

Raya Siliwangi + Km. No. l78A Kec. Jatiuwung Tangerang Indonesia (15133) nomor 413/PERS/SK/ll/2008,

tanggal l9 Februari 2008, perihal Mohon Tanggapan kepada Kepala Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi.
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- Apakah perbedaan antara sakit

berkepanjangan karena sakit biasa

dengan sakit berkepanjangan dalam
jangka waktu lama karena tertimPa
kecelakaan kerja;

- Bagaiamanakah hak uPah masing-

masing pekerja yang sakit

berkepanjangan karena sakit biasa dan

sakit berkepanjangan karena tertimpa
kecelakaan kerj a tersebut;

- Dapatkah tenaga kerja Yang sakit

berkepanjangan diputuskan hubungan

kerjanya, dan siapa yang berhak atau

yang wenang (mempunyai opsi) untuk
memutuskan hubungan kerja dimaksud?;

- Bagaiamanakah hak atas "pesangon"
masing-masing pekerja yang sakit
berkepanjangan karena sakit biasa dan

sakit berkepanjangan karena tertimpa
kecelakaan kerja;

Analisa Kasus

Pada bagian awal, menjawab permasalahan

sebagaimana tersebut, tentu perlu difahami
pengertian dan definisi sakit atau sakit
berkepanjangan. Yang dimaksud dengan

sakit berkepanjangan dalam kajian ini,
adalah sakit yang berlangsung secara terus

menerus sehingga pekerja tidak dapat

melaksakan kewajiban untuk melakukan
pekerjaanya sesuai dengan yang telah
diperjanjikan (dalam iob discription
perjanjian kerja). Walaupun sewaktu-waktu
pekerja yang sakit tersebut dapat kembali
bekerja namun jika karena (alasan) sakitnya
ia kemudian kembali tidak melaksanakan

tugasnya.
Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan PP

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah2, bahwa termasuk katagori sakit terus-

menerus adalah bilamana pekerja/buruh
terkena penyakit menahun atau

berkepanjangan dan terus-menerus dalam
jangka waktu yang lama.

Demikian juga dapat dikatagorikan sakit
berkepanjangan, apabila pekerja/buruh
yang setelah sakit (terus-menerus) dalam
jangka waktu yang lama mampu kembali
untuk bekerja, dan dalam waktu 4 (empat)

minggu kemudian sakit lagi.

Sakit berkepanjangan ini dapat dibedakan
antara sakit berkepanjangan karena sakit
biasa yang bukan karena KK (kecelakaan

kerja) dan bukan karena PAK (penyakit
.akibat kerja) dengan sakit berkepanjangan
karena tertimpa KK (kecelakaan kerja)
atau disebabkan karena PAK (penyakit
akibat kerja)

Sakit Berkepanjangan

Salah satu pengecualian no work no pay
adalah apabila pekerja sakit- dan tidak
dapat melakukan pekerjaannya', baik sakit
dalam jangka waktu singkat atau sakit
yang berkepanjangan atau terus menerus.

Namun apabila sakitnya berkepanjangan
melebihi jangka waktu 4 (empat) bulan,
maka hak-hak pekerja (misalnya atas upah)

dibatasi. Demikian seterusnya berjenjang
setiap 4 (empat) bulan diberikan
berdasarkan peraturan perundang-

undangan (75yo,50o/, dan kemudian 25%).
Dengan perkataan lain, pengusaha

(employer) harus tetap membayar upah

apabila pekerja/buruh tidak bekerja
(disebabkan) karena sakit, sepanjang ada

surat / keterangan dokter yang berwenang
(kompeten), termasuk sakit yang terus-
menerus atau sakit berkepanjongan dan

tidak dapat melakukan pekerjaannya secara

wajar dan normal.

Tingkatan besarnya upah yang dibayarkan
kepada pekerja/buruh yang sakit
(berkepanjangan) ditentukan secara

berjenjang -minimal sebagaimana diatur-
dalam Pasal 93 ayat (3) UU
Ketenagakerjaan, sebagai berikuta :

'Juklak Penjelasan Pasal 5 ayat (l) PP Nomor 8 Tahun l98l tentang Perlindungan Upah.
3 Pasal 93 ayat(2) hurufa dan b UU No. 13 Tahun 2003 tentang KeTenaga Kerjaan.
a Pasal 93 ayat (l), (2) hurufa dan ayat (3) UU No. l3 Tahun 2003 tentang KeTenaga Kerjaan.
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b.

untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar

100% (penuh) dari upah;

untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar

75% (tujuhpuluh lima perseratus) dari

upah;

c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar

50% (limapuluh perseratus) dari upah;

d. untuk 4 (empat) bulan berikut, dibayar

25o/o (duapuluh lima perseratus) dari upah

sebelum pemutusan hubungan kerja

(PHK) dilakukan (opsi) oleh pengusaha.

Ketentuan dalam Pasal 93 ayat (3) UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan tersebut, telah mengalami
peningkatan jumlah dari apa yang

(sebelumnya) telah diatur dalam Pasal 5 ayat

(1) PP Nomor 8 Tahun l98l tentang

Perlindungan Upah dan dejelaskan

kriterianya dalam Petunjuk Pelaksanaan PP

Nomor 8 Tahun 1981, yakni:

a. untuk 3 (empat) bulan pertama, dibayar

100% (penuh) dari upah;

b. untuk 3 (empat) bulan kedua, dibayar

75% (tujuhpuluh lima perseratus) dari

upah;

c. untuk 3 (empat) bulan ketiga, dibayar

50% (limapuluh perseratus) dari upah;

d. untuk 4 (empat) bulan keempat, dibayar

25% (duapuluh lima perseratus) dari

upah.

Dengan kata lain, berdasarkan interpretasi

historis, pasa awalnya ketentuan pemberian

upah secara berjenjang dalam Pasal 93 ayat

(3) UU Ketenagakerjaan tersebut, telah diatur

dalam Pasal 5 ayat (l) Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun l98l tentang Perlindungan

Upah. Hanya terdapat perbedaan, yakni
prosesntasenya ditentukan berjenjang

masing-masing setiap 3 (tiga) bulan dari

l00Yo,75Yo, 50Yo dan 25Yo.

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa
termasuk dalam katagori sakit terus-
menerus, adalah apabila pekerja terkena
penyakit menahun yang berkepanjangan.
Demikian juga apabila pekerja sakit lama
dan mampu bekeda kembali tetapi dalam
waktu 4 (empat) minggu sakit kembali.
Dalam Petnjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upahs (Juktak), dicontohkan
dengan versi hak pekerja sesuai PP Nomor
8 Tahun 1981, misalnya pada 3 (tiga)
bulan pertama pekerja/buruh jatuh sakit
dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan,
maka ia berhak atas upah 100% (penuh),
kemudian masuk bekerja kembali, akan
tetapi kurang dari 4 (empat) minggu
pekerja jatuh sakit lagi dengan penyakit
yang sama atau dengan komplikasi
(berhubungan) yang ditimbulkannya, maka
dalam hal ini pekerja berhak upah 75oh
(3/4) selama 3 bulan berikutnya. Akan
tetapi jika pekerja -setelah jatuh sakit-
masuk dan bekerja kembali selama 4
(empat) minggu atau lebih kemudia jatuh
sakit lagi dengan penyakit yang sama atau
(terkait) komplikasinya, maka selama
sakit, pekerja berhak 100% (penuh
kembali) selama 3 (tiga) bulan.
Lebih lanjut dijelaskan dalam Juklak
tersebut, bahwa bulan yang dipakai untuk
menghitung lamanya sakit adalah bulan
atau waktu (saat/hari) dimana
pekerja/buruh jatuh sakit. Jadi bukan bulan
kalender. Dalam kaitan dengan
pelaksanaan ketentuan ini, diperlukan surat
keterangan dokter yang ditunjuk oleh
perusahaan.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan
Pasal 5 PP Nomor 8 Tahun 1981,
pensertian sakit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal tersebut, tidak termasuk
sakit karena kecelakaan kerja sebagaimana
diatur dalam UU Nomor 2 Tahun l95l
tentang Kecelakaan Kerja (UU Nomor 33

Tahun 1947).

s Penjelasan Pasal 5 ayat (l) Petuniuk Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
tNFo HUKUU vowuExr NonoR 6, DESEMBER Nos 36



Dalam arti, sakit karena kecelakaan kerja

bukanlah sama seperti sakit biasa. Oleh

karenanya harus dimaknai, bahwa sakit

karena kecelakaan kerja tidak dibayar

berjenjang seperti halnya pekerja/buruh

yang sakit karena sakit biasa merujuk

sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (3) UU
Ketenagakerjaan.

Sakit Karena KK Atau PAK

Ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (l) UU
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan

Soasial Tenaga Kerja, bahwa tenaga kerja
(pekerja) yang tertimpa kecelakaan kerjr
berhak menerima jaminan kecelakaan keria.

Jaminan kecelakaan kerja (JKK) diberikan

dalam bentuk santunan dan pengobatan
serta perawatan, biaya rehabilitasi, biaya-

biaya penyakit yang timbul akibat hubungan

keria dan ongkos Pengangkutan
(trinsportasi)6 .

Yang dimaksud dengan kecelukuan keria,
adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan

dengan hubungan kerja, termasuk penyakit
yang timbul karena_ hubungan kerja
(ociupational disease)1, demikian pula

kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan

berangkat dari rumah menuju tempat kerja

dan purlang ke rumah melalui jalan yang

biasa atau wajar dilalui8. Namun dalam Surat

Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Nomor SE-133/MEN/PPK-
NK/V/2007 tentang Pedoman Penyelesaian

Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit

Akibat Kerja (SE), dirinci mengenai kriteria
seseorang pekerja dikatakan tertimpa

kecelakaan kerja, termasuk dalam pengertian

ini terkenapenyakit akibat keria (PAK).

Dalam SE tersebut dikatakan seorang

tenaga kerja (pekerja) tertimpa kecelakaan

kerja, harus memperhatikan dan memenuhi

beberapa kriteria, yakni e:

l. Pada saat terjadi kecelakaan harus ada

unsur paksa, misalnya terjatuh,
terpukul, tertabrak dan lain-lain
(dengan kriteria yang memenuhi

syarat);
2. Terjadinya kecelakaan di tempat keria,

yakni di setiap ruangan atau lapangan

tertutup / terbuka, bergerak atau tetap,

dimana tenaga kerja (pekerja) bekerja

melakukan pekerjaan, atau tempat-
tempat yang sering dimasuki tenaga
keda (pekerja) untuk keperluan suatu

usaha dan di mana terdapat
sumber/sumber-sumber bahayalo;

3. Kecelakaan terjadi dalam perjalanan

berangkat dari rumah menuju tempat
kerja atau sebaliknya melalui jalan
yang biasa dilalui atau wajar dilalui;

4. Pada saat terjadinya kecelakaan
(masih) berhubung dengan hubungan

kerja. Artinya, selain masih ada

hubungan kerja antara pekerja dengan
pengusaha, juga harus diperhatikan :

'apakah ada perintah dari perusahaan

(yang berwenang) dan perintah
tersebut berkaitan dengan kepentingan
perusahaan; atau pekerja melakukan
hal-hal yang sangat penting dan

mendesak dalam jam (waktu) kerja
atas izin dari perusahaan (pihak yang
berwenang).

5. Penyakit akibat kerja, dalam arti
sebagai akibat dari suatu pekerjaan/
jabatan dalam hubungan kerja.

Hal-hal yang dapat dikatagorikan sebagai

kecelakaan keria, adalah ll:

6 
Pasal 22 dan Lampiran II PP Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas PP Nomor l4 Tahun 1993

tentang Penyelenggaraan Jamsostek.
? Sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 22 lTahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubngan

Keria.
8 Pasal I angka 6 UU Nomor 3 Tahun 1992.
n Lihat LAMPIRAN Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE-133/MEN/PPK-

NK/V/2007 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja.
r0 Pasal 2 UU Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

" LAMPIRAN SE-Menakertrans Nomor 133/Men./PPK-NK/V/2007 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus

Kecelakaan Ker.ia Dan Penyakit Akibat Kerja.
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1. kecelakaan yang terjadi pada waktu
melakukan pekerjaan/tugas ke luar kota
atau di luar domicili perusahaan (tempat
kerja) yang harus dibuktikan dengan surat
perintah tugas (SPT). Dalam kaitan ini,
ruang lingkup perlindungannya meliputi,
- perjalanan dari rumah/tempat kerja

menuju ke/dan pulang dari tempat kerja
di luar kota/luar negeri. Sedangkan
kamar hotel, wisma atau tempat
menginap lainnya dianggap sebagai
pengganti temput tinggall rumah,

- aktivitas yang berhubungan dengan
hubungan kerja sejak dari pengganti
temput tinggal menuju ke/dan pulang
dari, atau selama di tempat kerja, atau 

I

ke tempat lain yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas.

Disamping itu, kecelakaan kecelakaan
yang terjadi di hari kerja, yakni pada
waktu melakukan kerja lembur (yang
dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja
Lembur), dan (termasuk) perkelahian di
tempat kerja yang dinyatakan sebagai
kecelakaan kerja karena perkelahian
tersebut menimbulkan cidera yang
berkaitan dengan tugas/dinas pekerjaan.

2. Kecelakaan yang terjadi di luar jam atau
waktu kerja, yang dapat meliputi
beberapa aktivitas, yakni :

a. pada waktu melakukan kegiatan olah
raga yang 0uga) harus dibuktikan
dengan surat tugas dari Perusahaan.
Kecelakaan dalam olah raga
dimaksud, mencakup selama masa
latihan untuk menghadapi
pertandingan atas nama Perusahaan
yang dibuktikan dengan surat tugas
atau penunjukan -sebagai- pemain;

b. yang terjadi pada waktu mengikuti
pendidikan (dinas) yang merupakan
tugas dari Perusahaan -dibuktikan
dengan surat tugas-;

c. terjadi dalam perjalanan pulang-pergi
dan pada saat darmawisata/rekreasi
yang dilakukan bersama-sama
danlatau diketahui Perusahaan sesuai
dengan jadwal acara serta dilengkapi
dengan Daftar Nama peserta
darmawisata;

d. pada waktu yang bersangkutan
sedang menjalankan cuti dan
kemudian mendapat panggilan atau
tugas dari perusahaan, maka
perlindungannya adalah dalam
perjalanan untuk memenuhi
panggilan tersebut dan kembali lagi
untuk melaksanakan sisa cutinya.

2. Kecelakaan yang terjadi dalam
perjalanan ke/dan dari base campl
anjungan yang berada di tempat kerja
menuju ke tempat tinggal untuk
menjalani istirahat (dengan bukti surat
keterangan Perusahaan);

3. Perjalanan pulang pergi bagi tenag kerja
yang setiap akhir pekan (akhir masa
kerja) kembali ke rumah tempat tinggal
yang sebenarnya, khususnya bagi
tenaga kerja yang sehari-hari bertempat
tinggal di rumah kost, atau rness, atau
asrama.

4. Penyakit akibat hubungan kerja (work
related disease), yakni penyakit yang
dicetuskan, dipermudah atau diperberat
oleh pekerjaan. Dengan catata:
- Dalam hal penyakit yang

berhubungan dengan pekerjaa,
untuk penyakit akibat kerja (PAK,
occupational disease) diklaim
sesuai dengan Keputusan Presiden
RI Nomor 22 Tahun 1993 yang
mendapatkan kompensasi sesuai
dengan klaim JKK (aminan
kecelakaan kerja);

- Dalam hal penyakit akibat
hubungan kerja (work related
disease) akan mendapatkan
kompensasi sesuai dengan klaim
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Tenaga Kerja (JPK).

Dalam kaitan penjelasan tersebut di atas,
tidak termasuk dalam cakupan kecelakaan
kerja dan bukan penyakit akibat kerja
(PAK), bilamana tenaga kerja yang
bersangkutan meninggalkan tempat kerja
untuk kepentingan pribadi, misalnya pergi
untuk makan siang jika perusahaan
menyediakan fasilitas (kesejahteraan)
kantin atau makan siang.
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Demikian juga bilamana kecelakaan terjadi
di 'luar waktu kerja atau dalam rangka
melakukan kegiatan yang bukan merupakan
tugas atau perintah dari atasan untuk
kepentingan perusahaan.

Kalau melihat ke belakang, dalam sejarah
lahirnya ketentuan mengenai kecelakaan
kerja (yang menimpa pekerja dalam
hubungan kerja) di Indonesia, dalarql

peraturan yang lama -yang berawal dari
OngevallenRegeling I 939 (UU Kecelakaan
Kerj a) dan S c he p e I inge n O ngev alle nRe ge I ing
1940 (UU Kecelakaan Kerja Pelaut)- yang
kemudian dianut kembali oleh UU
Kecelakaan Nomor 33 Tahun 1947 secara
tegas diatur ketentuan -khusus- mengenai
sakit (berkepanjangan) yang disebabkan
karena kecelakaan kerja. Prinsip yang luas
sifatnya tentang kecelakaan kerja, yang
dianut oleh Undang-Undang Kecelakaan
1947t2, -awalnya- bahwa seseorang buruh
berhak atas ganti rugi bila ia tertimpa
kecelakaan. Selanjutnya disebutkan, bahwa
hal ini tidak hanya terbatas pada kecelakaan
yang terjadi di tempat perusahaan saja,
kemudian dianut pula Pbraturan Pemerintah
nr. 33 Tahun 1977 sebagai peraturan
pelaksanaan UU (Kecelakaan) tersebut,
dengan menetapkan, bahwa kecelakaan kerja
adalah kecelakaan yang menimpa tenaga
kerja berhubung dengan hubungan kerja dan
penyakit yang timbul karena hubungan
kerjar3.

Maksnd dari UU Kecelakaan 1947, adalah
menjamin atau memberikan jaminan, bahwa
pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan,
memperoleh suatu ganti rugi (kompensasi)
yang tertentu. Dalam hukum pedata biasa,
ganti ru gi (c o mp e ns at i on, scahdev e r goeding)
hanya dapat dimintakan dari seseorang yang
telah bersalah melakukan perbuatan yang
telah menimbulkan kerugian sebagaimana
dimaksud Pasal 1365KUH Perdata.

Demikian juga menurut Pasal 1602w KUH
Perdata, bahwa jika buruh hendak minta
ganti rugi karena kecelakaan, dia harus
membuktikan bahwa kecelakaan itu terjadi
karena kesalahan majikan (werkgever,
employer), atau karena kelalaian majikan
yang tidak memenuhi kewajibannya untuk
mengatur dan memelihara tempat kerja dan

alat kerja sedemikian rupa sehingga tidak
menimbulkan kecelakaan yang
mengakibatkan kerugian bagi buruh.
Namun pembuktian untuk itu sangat sulit.
Oleh karenanya dalam
OngevallenRegeling 1939, kemudian
dalam UU Kecelakaan 1947 dan juga
dalam Schepelingen OngevallenRegeling
1940 (Kecelakaan Kerja Pelaut) dilepaskan
dasar kesalahan tersebut, dan ganti rugi
karena kecelakaan itu, selanjutnya
didasarkan atas tanggung jawab majikan
(werkgever) atas kerugian yang terjadi di
perusahaannya. Dan pemberian gantirugi
itu dipandang sebagai resiko menjalankan
perusahan (r i s que profe s s i one [).

UU Kecelakaan 1947 sudah lebih maju
dibandingkan OngevallenRegeling i,939
dan Schepelingen OngevallenRegeling
1940 (UU Kecelakaan Kerja Pelaut)
karena UU Kecelakaan meliputi suatu

kecelakaan yang menimpa buruh dalam
hubungan kerja, yakni kecelakaan yang
ada hubungannya dengan hubungan kerja -
juga-. Disampng itu, disamakan dengan
kecelakaan kerja adalah penyakit yang
timbul sebagai akibat menjalankan
pekerjaan di perusahaan. Artinya, seorang
buruh yang menderita penyakit jabatan
(occupational diseases) berhak atas ganti-
rugi menurut UU Kecetakaanla.

l2 UU Kecelakaan \947 mencabut dan mengganlrkan OngevallenRegeling 1939 (Peraturan Kecelakaan 1939)

- dan peraturan pelaksanaan ny a O ngev a I I e n-ve r O r de n i ng 1 939.
l3 Prof. lman Soepomo. S.H., Pengantar Hukum Perburihan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1992,hal. 148.
'o rbid. har. r40.
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Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-

Undang Kecelakaan, yakni Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan

Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan

Tahun 1947 Nomor 33 dari RePublik

Indonesia untuk seluruh Indonesia

(Lembaran Negara Tahun l95l Nomor 3)

dinyatakan tidak berlaku, seiring dengan

berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

tanggal 17 Pebruari 1992.

Ketentuan mengenai kecelakaan kerja diatur

lebih lanjut dan detail dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang

Jamsostek pada Bagian Kedua (mengenai

Employment Accident Benefits) sebagai salah

satu bagian dari Bab III (The Employees

Social Security Scheme). Dalam Pasal 8

disebutkan, bahwa tenaga kerja yang

tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima
jamianan kecelakaan keria, termasuk tenaga

kerja yang magang dan murid yang bekerja
pada pe.rusahaan (apprentice and student
employed in enterprise) baik yang menerima

upah maupun tidak (either remunerated or
otherwise); kemudian mereka -patorangan-
yang memborong pekerjaan, kecuali
perusahaan (contractors, except if the

contractor is an enterprise) dan narapidana

yang dipekerjakan di perusahaan (conficts

employed in enterprise).

Cakupan kecelakaan keria dalam Utdang-
Undang Jamsostek tersebut, meliputi ls:

a. biaya pengangkutan;
b. santunan cacat sebagian untuk selama-

lamanya, baik fisik maupun mental;
c. biaya rehabilitasi;
d. santunan uang, yang meliPuti :

l) santunan sementara tidak mamPu

bekerja (Santunan STMB);
2) santunan cacat sebagian untuk

selama-lamanya;
3) santunan cacat totol untuk selama-

lamanya, baik fisik maupun mental;
4) santunan kematian.

Dalam hal terjadi kecelakaan kerja yang
(semua orang) tidak diinginkan, maka
pengusaha diwajibkan melaporkan
kecelakaan yang menimpa tenaga kerjanya
kepada instansi yang bertanggung-jawab di
bidang ketenagakerjaan dan kepada PT.
Jamsostek setempat (dalam jangka waktu
2x24 jam. Demikian juga, pengusaha juga
wajib melaporkannya dalam waktu tidak
lebih dari 2 x24 jam setelah tenaga kerja
yang tertimpa kecelakaan dinyatakan
sembuh, cacat.atau meninggal dunia oleh
dokter yang merawatnya. Setelah itu,
pengusaha juga diwajibkan mengurus hak
tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan
kerja kepada PT Jamsostek sampai
memperoleh hak-haknya 16.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan

Undang-Undang Jamsostek, khususnya

berkaitan dengan jaminan kecelakaon

kerja, ditergaskan kembali lebih lanjut

diatur dalam Pasal 12 Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992

sebagaimana telah beberapa kali diubah

terkahir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 76 Tahun 2007 jo PP Nomor I
Tahun 2009, bahwa tenaga kerja yang

tertimpa kecelakaan kerja berhak atas

jamainan kecelakaan keda, berupa

penggantian biaya-biaya yang meliputi :

a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang

mengalami kecelakaan kerja ke Rumah

Sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk

biaya pertolongan pertama pada

kecelakaan (P3K).
b. biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau

perawatan selama di Rumah Sakit,

termasuk rawat jalan.

c. biaya rehabilitasi berupa alat bantu,

(orthese) dan/atau alat ganti Qtrothese\
bagi tenaga kerja yang anggota

badannya hilang atau tidak berfungsi
akibat kecelakaan kerja.

15 Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 1992.
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Selain penggantian biaya tersebut, kepada
tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja
diberikan juga santunan berupa uang yang
meliputi :

a) santunan santunan sementara tidak
mampu bekerja (Santunan STMB);

b) santunan cacat sebagian untuk selama-
lamanya;

c) santunan cacat total untuk selama-' 
lamanya, baik fisik maupun mental;
dan/atau

d) santunan kematian.

Santunan
Sebagaimana disebutkan, bahwa Jaminan
kecelakaan kerja (JKK) diberikan dalam
bentuk ssntunan dan pengobatan serta
perawatan, biaya rehabilitasi, biaya-biaya
penyakit. yang timbul akibat hubungan kerla
dan ongkos pengangkutan (transportasi)
Bentuk santunan dimaksud dibedakan
Santunan Sementara Tidak Mampu Bekeria
(santunan STMB) dan Santunan Cacat serta
Santunan Kematian karena kecelakaan kerja,
masing-masing besarannya sebagai berikut:

l. Santunan STMB,
- 4 bulan pertama, 100%

sebulan;
- 4 bulan kedua, 75Yo x uPah

dan
- bulan-bql^an seterusnya, 50o/o

sebulan.ls

Pertanyaannya, apakah dengan
pemberian santunan kecelakaan keerja
dari jamsostek, pekerja yang

bersangkutan tetap memperoleh upah
berjalan (upah karena sakit) dari
perusahaan (merujuk pada Pasal 93

ayat (3) UU Ketenagakerjaan) ?. Hal ini
telah disinggung pada bagian awal dan

akan dibahas pada bagian-bagian
berikut:

Santunan Cacat,
Yang dimaksud cacat, adalah keadaan

hilang atau berkurangnya fungsi
anggota badan yang secara langsung
atau tidak langsung mengakibatkan
hilang atau berkurangnya kemampuan
untuk menjalankan pekerj aan.le

Santunan cacat meliputi:
a, santunan cacat sebagian, yang ini

untuk selam-lamanya dibayarkan
secara sekaligus (lumpsum) dengan
besarnya o/o sesuai tabel x 80 bulan
upah;

b. santunan cacat total, yang ini
untuk selam-lamanya dibayarkan
secara sekaligus (lumpsum) dan
secara berkala dengan besarnya
santunan adalah:
l) Santunan sekaligus (lumpsum)

sebesar 70o/ox 80 bulan upah;
2) Santunan berkala sebesar Rp

200.000,00 per-bulan selama 24
bulan;

c. santunan cacat kekurangan
fungsi, yang dibayarkan secara
sekaligus (lumpsum) dengan
besarnya santunan, adalah : Yo

berkurangnya fungsi x % sesuai
tabel x 80 bulan upah;

)

x upah

sebulan;

x upah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 172 UU
No. l3 Tahun 2003, bahwa pekeria/burh
yang nxengalami sakit berkepaniangan,
mengalami cacat akibat kecelaksan keria
dan tidak dapat melakukan pekerjaannya
setelah melampaui batas 12 bulan,
(pekerja/buruh yang bersangkutan) dapat
mengajukan dapat mengaiukan
pemutusan hubungan kerja dan diberikan
uang pesangon (Pasal 156 ayat (2)
UUK), uang pengharagaan masa keria
(Pasal 156 ayat (3) UUK) dan uang
penggantian hak (Pasal 156 ayat (4)
uuK).

16 Pasal l0 UU Nomor 3 Tahun 1992.
l? Pasal 22 dan Lampiran II PP Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas PP Nomor 14 Tahun

I 993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek.
18 Lampiran II PP Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Jamsostek
re Pasal 1 angka 7 UU Nomor 3 Tahun 1992 tenlang Jamsostek.
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Macam-macam Cacat Tetap
Sebagian

o/o x Upah

l. Lengan kanan dari sendi bahu ke

bawah

40

2. Lengan kiri dari sendi bahu ke

bawah

35

3. Lengan kanan dari -atau dari
atas- siku ke bawah

35

4. Lengan kiri dari -atau dari atas-
siku ke bawah

30

*^-'-jii-*"

**^-1i**-
Tangan kanan dari -atau dari

atas- pergelangan ke bawah
5.

6. Tangan kiri dari -atau dari atas-
pergelangan ke bawah

7. Kedua belah kaki dari pangkal
pahakebawah

70

8. Sebelah kaki dari pangkal paha
ke bawah

35

9. Kedua belah kaki dari mata kaki
ke bawah

50

10. Sebelah kaki dari mata kaki ke

bawah
25

I l. Kedua belah mata 70

12. Sebelah mata atau diplopia pada
penglihatan dekat

35

13. Pendengaran pada kedua sebelah

telinga
40

14. Pendengaran pada"sebelah telinga 20

15. Ibujari tangan kanan l5

16. Ibu.jari tangan kiri t2

17. Telunjuk tangan kanan 9

18. Teluniuk tangan kiri 7

19. Salah satu jari lain tangan kanan 4

20. Salah satu jari lain tangan kiri J

21. Ruas pertama telunjuk kanan 4.5

22. Ruas pertama telunjuk kiri 3.5

23. Ruas pertama jari lain tangan
kanan

2

24. Ruas pertama.iari lain tangan kiri 1.5

25. Salah satu ibujari kaki 5

26. Salah satujari telunjuk lain J

27. Salah satu jari kaki lain 2

Tabel Persentase Santunan Tunjangan Cacat Tetap

Sebagian dan Cacat-cacat LainnYa

L Terkelupasnya kulit kepala

Kaki memendak sebelah,

a. kurang dari 5 cm

b.5-7cm
c.7,5 cm atau lebih

Penurunan daya dengar kedua

belah telinga setiap l0 disible

5. Penurunan daya dengar sebelah

"le-llnss esl*n 19 9ili91s.
6. Kehilangan daun teling sebelah

7. Kehilangan kedua belah daun

8. Cacat hilangnya caping hidung

9. Perforasi sekat rongga hidung

10. Kehilangan daya penciuman

12. Hilangnya kemampuan

13. Kehilangan sebagian fungsi

penglihatan :

- Setiap kehilangan efisiensi

tajam penglih atan 1 0o/o

- Apabila efisiensi penglihatan

kanan dan kiri berbeda, maka

efisiensi penglihatan binokuler

dengan rumus kehilangan

efisiensi penglihatan (3 x %

efisiensi penglihatan terbaik) +

(efi siensi penglihatan terburuk)

14. Setiap kehilangan efisiensi tajam

ihatan l0%

15: 5:h11':9i' r"911h1": yi::i
16. Setiap kehilangan lapangan
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3. Santunan Kematian
Santunan ini dibayarkan secara sekaligus

(lumspum) dan secara berkala dengan

besarnya, adalah
a) Santunan sekaligus sebesar 60% x 80

bulan upah, sekurang-kurangnya
sebesar besarnya santunan kematian.

b) Santunan berkala sebesar Rp 200.000,-
per bulan selama 24 bulan.

c) Biaya pemakaman sebesar F'r.

2.000.000,-

Pengobatan Serta Perawatan,
Pengobatan dan perawatan sesuai dengan

biaya yang dikeluarkan untuk :

1) dokter;
2) obat;
3) operasi;
4) rontgen, laboratorium;
5) perawatan Puskesmas, Rumah Sakit

Umum Pemerintah Kelas I atau Swasta

yang setara.

6) Gigi;
7) Mata dan/atau
8) Jasa tabib/sinshe ltraditionalyang telah

mendapat izin resmi dari instansi yang

berwenang.

Biaya Rehabilitasi
Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian
pemberlian alat bantu (orthose) dan/atau alat
pengganti (ltrothese) diberikan satu kali
untuk setiap kasus dengan patokan harga
yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi
Rumah Sakit Umum Pemerintah, dan

ditambah 40Yo dari harga tersebut, serta biaya
rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp

2.000.000,-

Biaya-biaya Penyakit Yang Timbul Akibat
Hubungan Kerja

Penyakit akibat kerja (PAK, occupational
disease) yakni penyakit yang disebabkan
oleh pekerjaan atau lingkungan kerja yang
dalbm Keputusan Presiden RI Nomor 22

Tahun 1993 disebut sebagai penyakit yang
timbul akibat hubungan keriazu.

Sebagai bahan pertimbangan dalam
menganalisis dan menetapakan penyakit
akibat kerla PAK atau penyakit akibat
hubungan kerja, diperlukan data
pendukung, antaralain 21 

:

l) Data hasil pemeriksaan kesehatan
owal (sebelum pekerja bekerja di
perusahaan yang bersangkutan) ;

2) Data hasil pemeriksaan kesehatan

berkala (dilakukan secara periodik
selama tenaga kerja bekerja di
perusahaan yang bersangkutan);

3) Data hasil pemeriksaan khusus
(pemeriksaan dokter yang merawat,
yakni riwayat penyakit yang
dideritanya);

4) Data hasil pemeriksaan lingkungan
kerja oleh Balai Hyperkes atau

institusi lain yang berwenang;
5) Data hasil pemeriksaan tenaga kerja

secara umum (di Bagian tersebut);
6) Riwayat pekerjaan pekerja;
7) Riwayat Kesehatan pekerja;
8) Data (rekam) medis;
9) Analisis hasil pemeriksaan lapangan

oleh Pengawas ketenagakerjaan.

Santunan dan biaya pengobatan I biaya
perawatan penyakit-penyekit yang timbul
akibat hubunghan kerja (PAK), besarnya
sama dengan Santunan STMB, Santunan
Cacat dan Santunan Kematian serta Biaya-
biaya Pengobatan dan Perawatan
sebagaimana tersebut di atas.

t

Ongkos Fengangku tan (Transportus i)

Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari
tempat kejadian kecelakaan ("TKP") ke
rumah sakit diberikan penggantian biaya,
sebagai berikut:

1. bilamana hanya menggunakan jasa
angkutan darat / sungai / danau,
maksimum sebesar Rp 400.000,-

2. bilamana hanya menggunakan jasa
angkutan laut, maksimal sebesar Rp
750.000,-

2o SE Menakertrans. Nomor I 33/Men/PKK-NK/V/2007
2rIbid.
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3. bilamana hanya menggunakan jasa

angkutan udara, maksimum sebesar Rp

1.500.000,-

Biaya pengangkutan (transportasi) tenaga

kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke

rumah sakit dan atau ke rumahnya, termasuk

biaya P3K, dan biaya pemeriksaan,

pengobatan dan atau perawatan selama di

rumah sakit, termasuk rawat jalan,

ditanggung oleh PT Jamsostek, namun

dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha dan

di-reiburse kemudian PT Jamsostek

membayarkan kepada pengusaha 22.

Untuk perhitungan pembayaran santunan
jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja

magang atau murid yang bekerja pada

perusahaan, atau narapidana yang

dipekerjakan, dianggap menerima upah

sebesar upah sebulanbagi tenaga kerja yang

melakukan pekerjaan yang sama (di

perusahaan yang bersangkutan). Demikian
juga perorangan yang memborong pekerjaan

dianggap menerima upah sebesar upah

tertinggi dari tenaga kerja pelaksana yang

bekerja pada

memborongkan

perusahaan yang
pekerjaan (yakni,

p e rus ahaan pe mb e r i pe ke rj oan).

Apabila tenaga kerja tertimpa kecelakaan

kerja dan kondisinya untuk sementara tidak
mampu untuk melakukan pekerjaan, maka -
berdasarkan Lampiran II Bagian IA angka l,
ia berhak santunen STMB sebagaimana telah

disebutkan pada bagian awal.

Permasalahannya, bagaimana dengan

(pembayaran) upahnya dari perusahaan ?.

Hal ini akan dibahas pada bagian Hak Atas

Upah berikut.

Hak Atas Upah

Dalam UU Nomor l3 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UUK) terdapat
perbedaan ketentuan mengenai hak-hak
pekerja (ketika masih dalam hubungan
kerja) yang terkena sakit karena sakit biasa
dan hak-hak pekerja yang tertimpa
kecelakaan kerja, termasuk penyakit akibat
kerja. Perbedaan tersebut terkait misalnya
dengan hak upah, hak yang berkenaan
dengan kelangsungan hubungan kerjanya
serta hak untuk memutuskan hubungan
kerja.

Dalam Pasal 172 UU Ketenagakerjaan
disebutkan, bahwa

Pekerja/buruh yang mengalami
sakit berkepa\jangan. mengalami
cacat akibat kecelakaan keda dan
tidak dapat melakukan
Pekefiaanryta setelah melampaui
batas 12 (duabelas) bulan, dapat
mengajukan pemutusan huungan
kerja dan diberikan (oleh
pengusaha, haknya) uang
pesangon 2 (dua) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 2 (dua)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (3),

uang penggantian hak I (satu)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Ketentuan tersebut belum menjawab hak
upah pekerja / buruh dari pemberi kerja
(employer). Demikian juga ketentuan Pasal
172 tersebut tidak tegas dan tidak jelas,
apakah setiap "item" kata dalam rangkaian
kalimat (Pasal) berdiri sendiri (setelah
koma) ataukah kumulatif seluruh kalimat
merupakan satu kesatuan persyaratan
untuk kemudian berlaku bagi pekerja yang
sakit berkepanjangan, tanpa melihat
apakah sakitnya akibat kecelakaan kerja
atau sakit biasa.

22 Pasal l4 .io Pasal I 5 ayat (2) PP Nomor I 4 Tahun I 992.
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Namun tersirat dalam Penjelasan Pasal 5 ayat
(1) PP Nomor 8 Tahun 1981, bahwa

pengertian sakit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (l) PP Nomor 8 Tahun
1981 huruf a, tidak termasuk sakit karena

kecelakaan kerja sebagaimana diatur dalam

UU Kecelakaan Kerja. Artinya, pekerja yang

sakit dan diberikan tuniangan sakit secara

berjenjang sesuai dengan Pasal 93 ayat (3)

UU Nomor 13 Tahun 2003 yang diadop dati
Pasal 5 ayat (l) PP Nomor 8 Tahun 1981,

adalah pekerja sakit biasa, bukan kerena

tertimpa keceiakaan kerja. Dengan demikian,
secara a contrario sakit berkepanjangan

sebagaimana dimaksud Pasal 172 UU Nomor
13 Tahun 2003 tersebut, adalah hanya sakit
karena kecelakaan kerja, termasuk cacat

karena tertimpa kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja.

Terkait dengan itu, Kepala Bagian Bantuan

Hukum dan Informasi Hukum Biro Hukum,

Sahat Sinurat, bahwa pembayaran (santunan

STMB) hanya I (satu) kali, yakni dibayarkan

oleh PT.Jamsostek. Hal tersebut dibenarkan
oleh Kepala Subdit Norma Ketenagakerjaan,

Dit PNK, Bernawan Sinaga, bahwa hak upah

dimaksud tidak boleh dobel (doble

protection). Artinya, kalau upah bagi tenaga
kerja (pekerja) yang menjadi tanggung-jawab
pengusaha telah dialihkan kepada lembaga
jaminan sosial (PT. Jamsostek), maka

pengusaha tidak berkewajban lagi untuk

memenuhinya. Selanjutnya dijelaskan,

bahwa dalam prakteknya upah -tetap-
dibayar dulu oleh pengusaha, namun

selanjutnya di-reimburse oleh pengusaha

sebesar yang telah dibayar kepada pekerja

setelah memenuhi persyaratan pembayaran

yang ditentukan.

Dalam LAMPIRAN SE-Menkertrans Nomor
I 33/Men/PPK-NK/V2007 tentang Pedoman

Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan

Penyakit Akibat Kerja dijelaskan, bahwa

Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja
(STMB) pada hakekatnya merupakan
pengganti upah bagi tenaga kerja yang

(untuk) sementara -waktu- tidak mampu

bekerja akibat kecelakaan kerja.

Namun dalam menghitung santunan
STMB upah yang digunakan adalah upah
sebagai -yang menjadi- dasar dalam

menghitung jaminan kecelakaan kerja.
Karena santunan STMB adalah merupakan

bagian dari jaminan kecelakaan kerja
(JKK) sehingga sesuai dengan ketentuan
Pasal 20 ayat (1) sampai dengan (4) PP

Nomor 14 Tahun 1993, diatur pemberian

santunan sebagai berikut :

a. selama pekerja (:tenaga kerja) tidak
mampu bekerja, pengusaha tetap

membayar (upahnya) sampai adanya
penetapan JKK;

b. Jamsostek mengganti Santunan STMB
kepada pengusaha yang telah membayar
(me-nalangi) upah selama STMB
tersebut.

c. Apabila STMB yang dibayar Jamsostek
lebih besar dari upah yang telah dibayar
oleh Perusahaan, maka selisihnya
dibayarkan langsung kepada tenaga

kerja. Namun sebaliknya, apabila
santunan STMB yang dibayar oleh
Jamsostek lebih kecil dari upah yang

telah dibayar oleh Perusahaan, maka
selisihnya tidak dapat diminta kembali
kepada tenaga kerja.

d. Jika upah yang dilaporkan kepada

Jamsostek tidak sesuai dengan upah

yang sebenarnya, maka Jamsostek
menetapkan (STMB) sesuai dengan

upah yang dilaporkan dan selisihnya
menjadi tanggung-jawab Perusahaan I
"Majikan".

Sebagaimana disebutkan pada bagian awal,
jika tenaga kerja mengalami sakit biasa,
yang bukan kecelakaan kerja, menurut
ketentuan Pasal 93 ayat (l), ayat (2) huruf
a dan ayat (3) UU Ketenagakerjaan, hak
pekerja adalah berjenjang masing-masing
setiap 4 (empat) bulan dari l00yo, 75o/o,

50Yo, dan kemudian 25% untuk seterusnya

sebelum dilakukan pemutusan hubungan

kerja oleh pengusaha. Sebaliknya, jjka
tenaqa kerja sakit karena kecelakaan kerja,
dalam UU memang tidak secara jelas dan

tegas mengatur, apakah hak (upah)nya
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selama sakit (berkepanjangan) sesuai dengan
ketentuan Pasal 93 ayat (l), ayat (7\ huruf a

dan ayat (3) UU Ketenagakerjaan tersebut,
ataukah upahnya tetap l00oh selama sakit
diderita (dalam arti, tidak berjenjang), dan

setelah melampaui 12 (duabelas) bulan,
pekerja mempunyai opsi untuk mengajukan
pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam Lampiran II PP Nomor 76 Tahun

2007, disebutkan bahwa pekerja / buruh

mendapat Santunan Sementara Tidak Mampu

Bekerja (Santunan STMB), yang diberikan

oleh PT Jamsostek sebagai berikut:
- 4 (empat) bulan Pertama, diberikan

100% dari upah sebulan;

- 4 (empat) bulan Kedua, diberikan

75o/o x upah sebulan; dan

- bulan-bulan seterusnya, diberikan

50Yo x upah sebulan;

Artinya, terhadap tenaga kerja yang tertimpa

kecelakaan kerja tidak boleh di-PHK oleh

Pengusaha (secara sepihak) sampai pihak

pekerja sendiri yang meminta untuk di-PHK,
kecuali adanya perundingan untuk

memutuskan hubungan kerja atas dasar

kesepakatan para pihak.

Permasalahannya, bagaimana kalau pekerja

tidak memilih hak opsi meminta pemutusan

hubungan kerja, apakah hubungan kerja akan

tetap berlangsung selamanya sampai batas

waktu mencapai usia pensiun, sesuai yang

diperjanjian / diatur dalam PPiPKB?, ataukah

upahnya dibayar terus-menerus (100%) oleh

pengusaha dan tetap menerima Santnan

STMB sampai pengusaha merundingkan

untuk melakukan PHK ?. Ini akan dibahas

dalam bagian Pemutusan Hubunga Kerja.

Dalam UU Ketenagakerjaan memang tidak
tegas mengatur mengenai perbedaan hak

upah bagi pekerja yang sakit karena

kecelakaan kerja dengan pekerja yang sakit
karena sakit biasa (bukan kecelakaan kerja).

Namun (berdasarkan interpretasi historis)
sebagaimana dimaksud Juklak PP Nomor 8

Tahun 1981 tersebut, yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari pada UU
Nomor 14 tahun 1969, dapat ditafisrkan
sama seperti yang daitur dalam PP Nomor
8 Tahun 1981, yakni upah tenaga kerja
yang sakit karena kecelakaan kerja tidak
berjenjang seperti ketentuan Pasal 93 ayat
(2) tetapi tidak berjenjang separti terdapat
pada LAMPIRAN PP Nomor 76 Tahun
2007.

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
Karena Sakit

Dalam Pasal 153 ayat (l) huruf a UU
Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan
menganai larangan bagi pengusaha untuk
melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap pekerja yang berhalangan masuk
kerja korena yang bersangkutan sakit
secara terus menerus -yang menurut
keterangan dokter- selama waktu tidak
melampaui l2 (duabelas) bulan. Larangan
tersebut tidak disertai adanya ketentuan
yang (tegas) memberi opsi untuk
melakukan PHK kepada pekerja yang sakit
berkepanjangan karena tertimpa
kecelakaan kerja. Bagaimana hak (opsi)
pemutusan hubungan kerja bagi pekerja
yang sakit berkepanjangan pekerja yang
sakit biasa bukan karena kecelakaan kerja
dan bukan karena penyakit akibat kerja
(bukan-PAK), dan pekerja yang sakit
berkepanjangan karena memang tertimpa
kecelakaan kerja atau disebabkan karena
penyakit akibat kerja (PAK, riccupotional
decease).

Sebelum menjawab permasalahan tersebut

di atas, pertanyaan yang perlu dijawab
terlebih dahulu, apakah perbedaan

ketentuan dalam Pasal 93 ayat (3) UU
Ketenagakerjaan tersebut berlaku
(mengatur juga) untuk tenaga kerja
tertimpa kecelakaan kerja sebagaimana

dimaksud Pasal I 72 UU Ketenagakerjaan?.
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a.

Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK)
terhadap pekerja,/buruh yang absen karena
mengalami sakit danlatau cacat yang
berdasarkan keterangan dokter- (sudah) tidak
dapat melaksanakan pekerjaannya secara

normal, maka pelaksanaan PHK tersebut
harus dilihat penyebab sakit/cacatnya.

b.

Apabila pekerja/buruh mengalami sakit
berkepanjangan, mengalami cacat akibat
kecelakaan kerja, dan tidak dapai
melakukan pekerjaannya, setelah
melampaui batas 12 (duabelas) bulan,
menurut Pasal 172 UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK)
pekerja/buruh yang bersanskutan
mempunyai hak opsi- dapat mengajukan
(meminta) pemutusan hubungan kerja
dan mengakhiri hubungan kerja. Artinya,
hak meminta (opsi) untuk memutuskan
hubungan kerja bagi pekerja/buruh yang
mengalami sakit berkepanjangan,
mengalami cacat akibat kecelakaan kerja,
dan tidak dapat melakukan pekerjaannya,
ada pada pihak pekerja/buruh yang
bersangkutan. Selama pekerja/buruh yang
bersangkutan belum di-PHK oleh
Pengusaha, maka selama itu pula hak-
haknya (termasuk'upahnya) dibayarkan
sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan / perjanjian kerja
bersama (PK, PP/PKB).

Dalam hal pekerja/buruh mengalami sakit
atau cacat yang bukan akibat kecelakaan
kerja, walaupun menurut keterangan
dokter tidak dapat (lagi) melakukan
pekerjaannya secara normal, berdasarkan
Pasal 153 ayat (1) UUK, pengusaha tidak
boleh melakukan PHK -setidaktidaknya-
selama kurun waktu l2 (duabelas) bulan
berturut-turut, namun dalam kaitan itu,
hak-hak pekerja/buruh yang mengalami
sakit atau cacat yang bukan akibat
kecelakaan kerja tersebut (termasuk hak
atas upah), diberikan sesuai ketentuan
Pasal 93 ayat (3) UUK, sebagai tersebut
di atas, yakni berjenjang masing-masing
4 (empat) bulan berturut-turut 1000 ,

75oh, 50Yo dan terakhir 25% dari upah
sampai sebelum pemutusan hubungan
kerja dilakukan oleh pengusaha.

Berkenaan dengan statement huruf a.

tersebut di atas, dalam hal tedadi
pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap
pekerja/buruh yang mengalami sakit
berkepanjangan, mengalami cacat akibat
kecelakaan kerja, dan tidak dapat
melakukan pekerjaannya, berdasarkan
ketentuan Pasal 172 UUK, pekerja/buruh
yang bersangkutan berhak atas uang
pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156

ayat (2) UUK, uang penghargaan masa
kerja2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat
(3) UUK dan uang penggantian hak I

(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)
UUK.

Sedangkan dalam kaitan dengan
pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh yang mengalami sakit
berkepanjangan, mengalami cacat yang
bukan akibat kecelakaan keria, dan
(sudah) tidak dapat melakukan
pekerjaannya, UU Ketenagakerjaan tidak
mengatur berapa dan apa hak-haknya.
Namun berdasarkan Pasal l5l ayat (2)
UUK, dalam hal pengusaha akan
melakukan PHK harus (selalu) dilakukan
melalui perundingan, termasuk
merundingkan "penghargaan" (hak) yang
akan diperoleh pekerja/buruh dari
pengusaha. Walaupun, menurut hemat
kami, seyogyanya pengusaha dapat
memberikan reword hak "pesangon"
sesuai dengan ketentuan Pasal 172
sebagaimana diuraikan pada huruf a

tersebut.

Kesimpulan
l. Yang dimaksud sakit berpekanjangan

adalah yang diderita oleh pekerja
secara terus-menerus dalam jangka
waktu yang lama. Termasuk dalam
pengertian sakit terus menerus adalah
penyakit menahun atau penyakit yang
berkepanj angan. Demikian juga apabi la
pekerja / buruh setelah sakit lama
mampu bekerja kembali tetapi dalam
waktu 4 (empat) minggu sakit
kambuh- lagi.
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n antara pekerja yang Sedangkan pemutusan hubungan kerja

J.

sakit berkepanjangan karena sakit biasa
bukan karena kecelakaan kerja dan juga
bukan karena penyakit qkibat kerja
dengan sakit berkepanjangan karena
memang tertimpa kecelakaan kerja atau
disebabkan karena penyakit akibat kerja.
a. sqkit berkepanjangan karena sakit

biasa adalah sakit yang diderita oleh
pekerja secara terus-menerus yang
bukan katagori dan tidak adz
kaitannya dengan kecelakaan kerja
atau penyakit akibat kerja.

b. sakit berkepanjangan karena memang
tertimpa kecelakaan kerja atau
disebabkan karena penyakit akibat
kerja (work related disease), yakni
sakit yang -berdasarkan kriterianya-
dikatagorikan sebagai kecelakaan
kerja sesuai dengan kriteria
kecelakaan kerja yang ditentukan atau
penyakit akibat kerja (occupational
disease) baik yang dicetuskan,
dipermudah atau
pekerjaan.

hak. upah pekerja /
maslng,
a. pekerja yang sakit

karena sakit

diperberat oleh

buruh, masing-

berkepanjangan
biasa (yang

pekerja yang sakit berkepanjangan
yang tertimpa kecelakaan kerja atau
disebabkan karena penyakit akibat
kerja, adalah PHK pekerja/buruh yang
mengalami sakit berkepanjangan,
mengalami kecelakaan kerja, dan telah
dianggap oleh dokter tidak
memungkinkan lagi untuk melakukan
pekedaannya (sesuai dengan tingkat
kecacatannya), pengusaha tidak serta-
merta dapat dan mempunyai hak (opsi)
untuk memutuskan hubungan kerjanya
setiak-tidaknya dalam 12 bulan

berkepanjangan) hak atas upahnya
berjenjang masing-masing 4-bulanan
sesuai dengan masa sakitnya, lUAYo,
75o , 50Yo dan 25o/o. Namun tidak
tertutup kemungkinan dapat
disepakati dalam perjanjian kerja,
atau diatur dalam peraturan
perusahaan/perjanj ian kerja bersama,
bahwa bagi pekerja/buruh yang sakit
biasa (berkepanjangan) bukan karena
kecelakaan kerja, oleh pengusaha, | 4.
diberikan hak upah selama sakit
I 00o/o tanpa berj enjang.

b. peke(a sakit berkepanjangan yang
tertimpa kecelakaan kerja atau
disebabkan karena penyakit akibat
kerja (occupational disease), adalah
berhak atas santunan sementara tidak
mampu bekerja (Santunan STMB).

Opsi pemutusan hubungan kerja bagi
tenaga kerja (pekerja) yang sakit biasa (
termasuk sakit berkepanjangan dan tidak
memungkinkan lagi untuk meneruskan
hubungan kerja) dalam Pasal 153 ayat (l)
dibatasi sampai dengan 12 (dua belas)
bulan.

berjalan. Kecuali kehendak
(pengusaha) untuk melakukan PHK
tersebut dilakukan melalui perundingan
dengan pekerja/buruh yang
bersangkutan, dan pekerja/buruh
sepakat (consensus) dan dapat
menerimanya, termasuk menerima
hasil perundingan mengenai hak-hak
yang akan diperolehnya. Dengan kata
lain, pekerja yang sakit (karena
kecelakaan kerja) berkepanjangan dan
pekerja meminta opsi untuk
diputusakan hubungan kerjanya, hak
atas PHK tersebut adalah sesuai dengan
ketentuan Pasal 172 UU
Ketenagakerjaan. Akan tetapi
pengusaha tidak mempunyai opsi untuk
memutuaskan hubungan kerja,
sehingga apabila pengusaha akan
melakukan PHK, maka harus
dirundingkan sesuai dengan ketentusan
Pasal l5l ayat (2) dengan ketentuan
hak-haknya tidak boleh kurang dari
jumlah yang ditentukan dalam Pasal
172 UU Ketenagakerjaan tersebut.

Hak pesangon, masing-masing:
a. Bagi pekerja yang sakit biasa (dan

berkepanjangan), tidak tegas diatur
dalam peraturan perundang-
undangan. Namun dapat disepakati
atau merujuk pada hak-hak pekerja
yang di-PHK, baik karena
corporate action atau karena
tertimpa kecelakaan kerja/penyakit
akibat kerja.

b. Untuk pekerja yang sakit
berkepanjangan yang tertimpa
kecelakaan kerja atau disebabkan
karena penyakit akibat kerja,
ditentukan dalam Pasal 172, yakni
uang pesangon 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 1 56 avat (2). dan

4.
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uang penghargaan masa kerja I (satu)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta
uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU
Nomor 1312003.

Saran
Walaupun penulis telah membuat suatu
konklusi atas perbedaan pendapat mengenai
hak-hak pekerja yang sakit berkepanjangan,
namun kiranya penulis perlu menyarankan
hal-hal sebagai berikut :

L Penafsiran mengenai hak pekerja yang
mengalami sakit berkepanjangan, baik
karena sakit biasa, atau sakit karena
kecelakaan kerja, sangat bervariasi.
Masing-masing pihak memberikar
interpretasi sesuai dengan
kepentingannya. Untuk mengurangi atau
bahkan meniadakan perbedaan penafsiran
tersebut, makanya diterbitkan surat
edaran dari pimpinan instansi yang
berwenang terkait dengan permasalahan
hak-hak pekerja yang sakit
berkepanjangan. Biarpun surat edaran
(SE) bukan merupakan suatu produk
hukum yang dikenal dalam hirarki
peraturan perundang-undangan di
Indonesia (sesuai dengan UU Nomor 10
Tahun 2004), namun setidaknya surat
edaran tersebut memberikan pencerahan
terhadap interpretasi yang dimaksudkan
suatu pasal atau suatu klausul (penafsiran
resmi, institutional interpretation).
Instansi yang berwenang, akan
menjelaskan dalam Surat Edaran
interpretasi yang benar, baik berdasarkan
histori pembuatan peraturan perundang-
undangan tersebut, maupun larar
belakang sosiologis dan yuridis ketentuan

2. Kadang-kadang suatu peraturan
perundang-undangan telah diterbitkan
surat edaran, namun tidak semua orang
(yang berkepentingan, stakeholders)
dapat mengakses informasi mengani
surat edaran tersebut. Disamping karena
surat edaran tidak dapat dimuat dalam
lembaran negara atau berita negara, juga
karena luasnya wilayah Republik
Indonesia yang harus menjangakau dari
"ujung" Sabang sampai "pangkal"
Merauke.

Walaupun perkembangan teknologi
informatika (IT) melalui interNet
sudah berkembang dengan sangat
pesat, namun jangkauan dan
kemampuan masyarakat belum dapat
menjangkau sampai ke lapisan
terbawah dan kelompok masyarakat
marginal di pedesaan.

Demikian kajian hukum mengenai hak-hak
pekerja yang sakit berkepanjangan dan
pemutusan hubungan kerja karena alasan
sakit berkepanjangan. Tulisan ini hanya
sekedar pendapat yang didasarkan atas
beberapa ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang disebutkan.
Namun tidak tertutup kemungkinan ada
pendapat dan tafsiran lain yang mungin
berbeda dengan pendapat ini dan mungkin
lebih benar. Hemat penulis, itu sah-sah
saja. Karena jarak antara setiap orang atau
setiap pihak terhadap suatu ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan,
pada prinsipnya sama. Artinya, setiap
orang dapat membuat interpretasi dan
pemaknaan terhadap suatu ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan
sesuai dengan tafsirannya. Jika terdapat
perbedaan pendapat diantara para pihak
(yang berkepentingan) dan berlanjut
samapai di muka pengadilan, maka Hakim
-lah yang berwenang untuk mengambil
keputusan, siapa dintara para pihak yang
benar (hak rechtsvinding) sepanjang
putusannya telah inlcracht vqn gewtjsde
dan bersifat tetap dan mengikat (final and
binding).+ ** * * Semoga bermanfaat.

Umar Kasim, S.H., M.H., Sp.N., Kepala Seksi

Penyusunan Perundang-Undangan Bidang
Hubungan Industrial dan Jamsostek, Biro Hukum
Depnakertrans, dan dosen Hukum
Ketenagakerjaan/Perburuhan pada Sekolah Tinggi
Hukum Militer Jakarta.

peraturan
dimaksud.

perundang-undangan
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DINAMIKA KETENTUAN
PENGADAAN BARAI{G / JASA PEMERINTAH

(IV)

Oleh: Kadino B.S,UK

PENGADAAN BARANG / JASA

YANG DILAKUKAN DENGAN CARA

SWAKELOLA

Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan

yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi

sendiri. Swakelola dapat dilaksanakan oleh

PPK pengguna barang/jasa, instnasi

Pemerintah lain; atau kelompok

masyarakat/lernbaga swadaya masyarakat

(LSM/NfGO). Dengan perkataan lain,

pekerjaan swakelola adalah pekerjaan yang

dilaksanakan sendiri oleh PPK pengguna

barang/jasa atau dikuasakan kepada (i)

instansi Pemerintah (yang) bukan

penanggung-jawab anggaran (PA); (ii)
kelompok masyarakat; atau (iii) lembaga

swadaya masyarakat (LSM / NGO)r76.

Pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan

dengan swakelola, adalah r77 
:

a. pekerjaan yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan teknis sumber

daya manusia (SDM) instansi

Pemenerintah yang bersangkutan dan

sesuai dengan tugas fungsi dan tugas

pokok (tupoksi) PPK pengguna

barang/iasa; dan/atau

b. pekerjaan yang operasi dan

pemeliharaannya memerlukan

partisipasi masyarakat setempat;

dan/atau

pekerjaan tersebut dapat dilihat dari

segi besaran, sifat, lokasi, atau

pembiayaannya tidak diminati oleh

"rekanan" penyedia barang/jasa;

dan/atau

pekerjaan yang secara rinsi/detail

tidak dapat dihitung atau ditentukan

terlebih dahulu, sehingga apabila

dilaksanakan oleh penyedia

barang/jasa akan menanggung

resiko yang besar; dan/atau

penyelenggaraan diklat/kursus,

penataran, seminar, lokakarya atau

penyuluhan; danlatau

pekerj aan untuk proyek percontohan

(pilot project) yang bersifat khusus

untuk mengembangkan

teknologi/metoda kerja yang belum

dapat dilaksanakan oleh "rekanan'o

p e ny e di a b aran g/j as a; dan/ atau

c.

d.

e.

'tu Pasal 39 ayat (1) an (2) jo Lampiran I, BAB I, A 2 Keppres 80/2003
177 Pasal 39 ayat(3) Keppres 80/2003.
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g. pekerjaan khusus Yang bersifat c. memaksimalkan penyediaan paket

pemrosesan data; Perumusan

kebijakan pemerintah; pengujian di

laboratorium; pengembangan sistem

tertentu dan Penelitian oleh

perguruan tinggil lembaga ilmiah

Pemerintah;

h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi

instansi pengguna barang/jasa (PPK)

yang bersangkutan.

Prosedur pelaksanaan swakelola ini eliputi

kegiatan perencanaan, pelaksanaan'

pengawasan di lapangan dan pelaporanlTt.

PENDAYAGUNAAN
PRODUKSI DALAM NEGERI DAN

PERAN-SERTA USAHA KECIL
(TERMASUK KOPERASI KECIL)

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Yang

Dibiayai Dengan
Dana Dalam Negeri*

Instansi Pernerintah waj ib,

a. memaksimalkan penggunaan barangijasa

hasil produksi dalam negeri, termasuk

rancang-bangun dan PerekaYasaan

nasional dalam pengadaan barang/jasa;

b. memaksimalkan penggunaan penyedia

barang/jasa nasional dalam pengadaan

barangljasa;

paket pekeriaan untuk usaha kecil,

termasuk koperasi kecil dan kelompok

masyarakat.

Kewajiban instansi Pemerintah

sebagaimana tersebut di atas, dilakukan

pada setiap tahaPan Pengadaan

barang/jasa, mulai dari persiapan sampai

dengan penyelesaian perjanjian/kontrak.

Dalam perjanjian (kontrak pengadaan

barang/jasa) wajib mencantumkan

persyaratan penggunaan :

a. SNI, Standard Nasional Indonesia,

atau standar lain yang berlaku dan/atau

standar internasional yang setara yang

ditetapkan oleh instansi terkait yang

berwenang, antara lain DePartemen

Pertahanan/TNl untuk standar

peralatan/perlengkapan militer atau

Depertemen/lembaga lainnya sesuai

dengan tugas pokok/fungsinya.

b. Produksi dalam negeri sesuia dengan

kemampuan industri nasional;

c. Tenaga ahli danlatau PenYedia

b arang/i as a dalam ne geri.rTe

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa
Yang Dibiayai Dengan
Dana Pinjaman/Ilibah Luar Negeri*

Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan

internasional agar mengikutsertakan

178 Pasal 39 ayat (4) Keppres 80/2003.

'tn Pasal 40 ayat(l) s/d (3) Keppres 80/2003
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penyedia barang/jasa nasional seluas-

luasnya. Demikian juga pengadaan

barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman

kredit eksport atau kredit lainnya, harus

dilakukan dengan persaingan sehat dengan

persyaratan yang paling menguntungkan

negara dari segi harga dan teknis dengan

memaksimalkan penggunaan komponen

dalam negeri dan penyedia barang/jasa

nasional.

Pemilihan "rekanan" penyedia barang/jasa

yang dibiayai dengan pinjaman kredit

eksport atau kredit lainnya harus dilakukan di

dalam negeri. Apabila pinjaman kredit

elrsport atau hibah luar negeri disertai

dengan persyaratan bahwa pelaksanaan

pengadaan barang/jasa hanya dapat

dilakukan di negara pemberi pinjaman kredit

eksportihibah, agar tetap diupayakan

semaksimal-mungkin penggunaan

barang/jasa hasil produksi dalam negeri da',

mengikut-sertakan 'penyedia barang/jasa
. ,r80

naslonal

Keikutsertaan Perusahaan Asing*

Perusahaan asing dapat ikut serta dalam

dalam pengadaan barang/jasa, dengan nilai :

a. untuk jasa pemborongan di atas Rp

50M.,- (limapuluh milyar rupiah).

untuk barang/jasa lainnya di atas Rp

10M.,- (sepuluh milyar rupiah).

untuk jasa konsultansi di atas Rp

5M.,- (lima milyar rupiah).

dengan ketentuan, perusahaan asing yang

melaksanakan pekerjaan sebagaimana

tersebut di atas, harus melakukan

kerjasama usaha dengan perusahaan

nasional dalam bentuk kemitraan, sub-

kontrak dan lain'lain apabila ada

perusahaan nasional yang memiliki

kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Ketentuan (kemitraan atau sub-kontrak) ini

dapat dikecualikan untuk pengadaan

material dan peralatan pertahanan di

lingkungan Departemen Pertahanan/TNI

yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan/

Panglima TNI i Kepala Staf Angkatanrsr.

Yang dimaksud dengan kemitraan, adalah

kerjasama usaha antara penyedia

barang/jasa dalam negeri maupun dengan

luar negeri yang masing-masing pihak

mempunyai hak, kewajiban dan tanggung-

jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan

bersama yang dituangkan dalam perjanjian

tertulis.ls2

b.

c.

180 Pasal 41 ayat (1) s/d (a) Keppres 80/2003
r8r Pasal 42 ayat(l) s/d (3) Keppres 80/2003

't2 Pasal I angka 20 Keppres 80/2003 io Perpres No. 08/2006
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Preferensi Harga*

Dalam dokumen pengadaan (RKS)

diwajibkan memberikan preferensi harga

untuk barang produksi dalam negeri, dan

penyedia jasa pemborongan nasional.

Adanya preferensi harga tersebut, tidak

mengubah harga penal,varan dan hanya

dipergunakan Panitia Pengadaan untuk

keperl uan evaluas i pena*arant8'.

Pengaturan mengenai daftar inventaris dan

penyebar-luasan informasi barang/jasa

produksi dalam negeri sebagaimana

tersebut yang dikeluarkan oleh departemen

yang membidangi perindustrian 186.

PA,RAN-SBRTA DAN PEMAKNTAN

PEKERJAAN UNTUK USAHA

KECTL, TERMASUK KOPDRASI

KECIL*

Untuk pengadaan barang/jasa internasional

yang dibiayai dengan pinajaman luar negeri,

besarnya preferensi harga untuk barang

produksi dalam negeri setinggi-tingginya

15% (lima belas persen) di atas harga

penawaran barang import, tidak termasuk bea

masuk. Sedangkan besarnya preferensi

harga untuk pekerjaan jasa pemborongan

yang dikerjakan oleh kontraktor nasional

adalah 7,5%:o (tujuh koma lima persen) di atas

harga penawaran terendah' dari kontraktor
. 184

astng

Penggunaan Produksi Dalam Negeri

(PDN)*

Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada

daftar inventaris barang/jasa yang termasuk

produksi dalam negeri yang didasarkan pada

kriteria tertentu, menurut bidang, sub-bidang,

jenis dan kelompok barang/jasal8s.

Peran Serta Usaha Kecil (Termasuk

Koperasi Kecil)

Dalam proses perencanaan dan

penganggaran proyek/kegiatan, instansi

Pemerintah mengarahkan dan menetapkan

besaran pengadaan barang/jasa untuk

usaha kecil (termasuk Koperasi Kecil).

Sedangkan departemen yang membidangi

koperasi, pengusaha kecil dan menengah,

mengkoordinasikan pemberdayaan usaha

kecil (termasuk Koperasi Kecil) dalam

pengadaan barang/j asa pemerintah.

Selanjutnya pimpinan instansi yang

membidangi koperasi, pengusaha kecil dan

menengah bersama instansi terkait di

Propinsi/KabupatenA(ota penyebarl uaskan

informasi mengenai peluang usaha kecil

(termasuk koperasi kecil) mengenai

rencana pengadaan barang/jasa pemerintah

di wilayahnya dan menyusun Direktory

Peluang Bagi Usahu Kecil (termasuk

koperasi kecil)r87.

183 Pasal 43 ayat(l) dan penjelasannya Keppres 80/2003
l8o Pasal 43 ayat(2) dan (3) Keppres 80/2003
185 Pasal 44 ayat(l) Keppres 80/2003

'tu Pasal 44 ayat(2) Keppres 80/2003 jo Perpres 0812006

'tt Pasal 45 ayat(l), (2) dan (3) Keppres 80/2003.
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Pembinaan

Instansi Pemerintah

Pemaketan Untuk Usaha Kecil (Termasuk
Koperasi Kecil)

Nilai paket pekerjaan pengadaan barangljasa

pemborongan / jasa lainnya sampai dengan

Rp lM (satu milyar rupiah) diperuntukkan

bagi usaha kecil (termasuk koperasi kecil),

kecuali untuk pakert pekerjaan yang

menuntut kompertensi teknis yang tidak

dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk

koperasi kecill88.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pengguna barang/jasa (PPK) setiap

triwulan wajib melaporkan realisasi

pengadaan barang/jasa secara kumulatif

kepada pimpinan instansinya (Menteri dan

sebagainya). Dan instansi Pemerintah

wajib mengumumkan secara terbuka

rencana pengadaan barang/jasa setiap awal

pelaksanaan tahun anggaranlno.

Free of Charge dan Gratis

Pimpinan instansi Pemerintah wajib

membebaskan segala bentuk pungutan

biaya yang berkaitan dengan perizinan

dalam rangka pengadaan barang/jasa

pemerintah kepada usaha kecil, termasuk

koperasi kecil. Demikian juga, instansi

Pemerintah dilarang melakukan

pungutnn dalam bentuk apapun dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali

pungutan perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlakulel.

Dalam praktek, beberapa Pemda membuat

PERDA yang mewajibkan memungut

biaya pelelangan untuk "rekanan" yang

mengambil dokumen. Seharusnya PERDA

tidak boleh mengatur adanya "pungutan"

tersebut (lihat 7 dan 8 Keppres

No.80/2003).

wajib

mennsosialisasikan dan memberikan

bimbingan teknis secara intensif kepada

semua pejabat perencana, pelaksana dan

pengawas di lingkungan instansinya yang

terkait agar Keputusan Presiden/Peraturan

Presiden mengenai pengaddan barang/jasa ini

dapat dipahami dan dilaksanakan dengan

baik dan benar. Demikian juga instansi

Pemerintah bertanggung-jawab atas

penqendalian pelaksanaan pengadaan

barang/jasa termasuk kewajiban

mengoptimalkan penggunaan PDN @rodulrsi

dalam negeri), perluasan kesempatan

berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi
, ., r89
Keclt

r88 Pasal 46 dan penjelasannya Keppres 80/2003.
lsn Pasal 47 ayat(1) dan (2) Keppres 80/2003.
Ino Pasal 47 ayat(3) dan (4) Keppres 80/2003.

'n' Pasal 47 ayat (5) dan (6) Keppres 80/2003.
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Pengawasan

Pengguna barangljasa (PPK) segera setelah

pengangkatannya, menyusun organisasi,

Lrraiiln tr.lilrb llqn fL;ngli secara jelas,

kebijaksanaan pelaksanaan, rencana keria

yang menggambarkan kegiatan yang harus

dilaksanakan, bentuk hubungarr keria,

sasaran yang harus dicapai, tatalaksana dan

prosedur kerja (semua) secara tertulis dan

disampaikan kepada atasan langsung dan

(kepada) unit pengawasan intern intansi yang

bersangkutan (sepeerti inspe ktorat)te2 .

Pengguna arangljasa wajib melakukan

f**rlt;ltar ri*r.r p*la.;:oran k*uangari dan hasil

kerja pada setiap kegiatan/proyek, baik

kemajuan maupun hambatan dalam

pelaksanaan tugasnya, dan disapaikan kepada

atasan langsung dan (kepada) unit

pengawasan intern intansi yang

bersangkutanle3. Demikian juga ** pengguna

arang/jasa (PPK) wajib ncnfinrgran da:r

*ri:rr*lilr:.r';,t seluruh dokumen pelaksanaan

pengadaan barang/jasa, termasuk berita acara

proses pe le lan ganlse leks i (pro c e s s v e rb al)te 
a 

.

Instansi Pemerintah wajib melakukan

pengawasan terhadap pengguna barang/jasa

(PPK) dan Panitia/Pejabat Pengadaan (ULP)

di lingkungan instansi masing-masing, dan

menugaskan kepada aparat pengawasan

fungsional untuk melakukan

Eemeriksanaan sesuai ketentuan yang

berlaku. Demikian juga, unit pengawasan

intern pada instansi Pemerintah

(:inspektorat jenderal) melakukan

pengxw asan ke giatan/proyek, menampung

dan menindak-lanjuti pengaduan

masyarakat yang berkaitan dengan

masalah atau penyimpangan dalam

pelaksanaan pengadaan barangljasa,

kemudian melaporkan hasil

pemeriksaannya kepada Menteri/Pimpinan

instansi yang bersangkutan, dengan

tembusan kepada BPKP (Badan

Pengawasan Keuangan dan

Pembangunar)tnt.

Pengguna barang/jasa (PPK) wajib

memberikan tanesapan/informasi

mengenai pengadaan barang/jasa yang

berada di dalam batas kewenangannya

kepada peserta pengadaan/masyarakat

yang mengajukan opengaduan atau yang

memerlukan penjelasan. Informasi yang

wajib diberikan kepada masyarakat,

adalah:

a. perencanaan paket-paket pekerjaan;

b. pengumuman pengadaan barang/jasa;

In2 Pasal 48 ayat (1) Keppres 80/2003.

'" Pasal 48 ayat(2) Keppres 80/2003.

'no Pasal 48ayat(3) Keppres 8012003.

'nt Pasal 48 ayat(4) dan (5) Keppres 80/2003.
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c. hasil evaluasi prakualifikasi;

d. hasil evaluasi pemilihan penyedia

("rekanan");

e. dokumen kontrak;

f. pelaksanaan kontrak.

Sebaliknya, masyarakat yang tidak puas

terhadap tangapan atau informasi yai;;

disampaikan oleh PPK (Pengguna

barangljasa) dapat mengadukan (banding)

kepada Menteri/Panglima TNl/Kapolri/

Pimpinan Lembaga/Gu bernur/B upati/

Walikota/Dewan Gubernur BliPimpinan

BUMN/Direksi BUMN/BUMDT e6'

Tindak-lanj ut Pengawasan

Kepada pihak yang ternyata terbukti

melanggar ketentuan dan Prosedur

pengadaan barang/jasa, maka le7:

a. dikenakan sanksi administratif, yakni:

- sanksi kepada aparat Pernerintah/

BUMN/BUMD, yang meliPuti:

sanksi dalam PP 30 Tahun 1980

untuk PNS; sanksi untuk anggota

TNI/Polri; sanksi untuk Pegawai

BUMN/BUMD, serta sanksi untuk

pejabat Negara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

- Sanksi administratif kepada penyedia

barang/jasa ("rekanan") yang meliputi

: pembatalan sebagai pemenang,

pembatalan kontrak, dimasukkan

dalam blck list.

dituntut ganti-rugi/digugat secara

perdata;

dilaporkan untuk diproses secara

pidana.

Perbuatan atau tindakan penyedia barangl

jasa ("rekanan") yang dapat dikenakan

sanksi adalahles:

a. berusaha mempengaruhi Panitia

Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang

berwenang dalam bentuk dan cara

apapun juga, baik langsung, maupun

tidak langsung guna memenuhi

keinginannya yang bertentangan

dengan ketentuan dan prosedur yang

telah ditetapkan dalam dukumen

pengadaan/kontrak, dan/ atau ketentuan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. melakukan persekongkolan dengan

penyedia barang/jasa lain untuk

mengatur harga penawaran di luar

prosedur pelaksanaan pengadaan

barang/jasa sehingga

mengurangi/men gham bat/

memperkecil danlatau meniadakan

persaingan yang sehat danlatau

merugikan pihak lain.

Berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

b.

c.

'nu Pasal 48 ayat (6) dan penjelasannya, dan ayat (7) Keppres 80/2003.

'nt Pasal 49 ayat(l) dan penjelasannya Keppres 80/2003.
le8 Pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya l(eppres 80/2003.
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Seh.at, penyedia barang/jasa dilarang

rnelakukan persekongkolan ("arisan")

dengan pihak lain untuk mengatut

dan/atau menentukan pemenang

pelelangan sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan

usaha tidak sehat. Dan terhadap penyedi':t

barang/ jasa ("rekanan") yang melanggar

ketentuan (Pasal 22) tersebut,

berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5/

1999, dikenakan hukuman minimal Rp 5

M, setinggi-tingginya Rp 25 M, atau

pidana kurungan ppngganti selama-

lamanya 5 bulan.

c. membuat dan/atau menyampaikan

dokumen, dan/atau keterangan lain yang

tidak benar untuk memenuhi persyaratan

pengadaan barang/jasa yang ditentukan

dalam dokumen pengadaan (RKS);

d. mengundurkan diri dengan berbagai

alasan yang tidak dapai dipertanggung-

jawabkan danlatau tidak dapat diterima

oleh Panitia Pengadaan;

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan

sesuai dengan kontrak secara

bertanggung-jawab.

Atas perbuatan atau tindakan "rekanan"

sebagaimana tersebut di atas, dikenakan

sanksi berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang

didahului dengan tindakan (sanksi) tidak

mengikut-sertakan penyedia barang/jasa

yang terlibat dalam kesempatan pengadaan

barang/jasa pemerintah yang bersangkutan.

Terkait dengan pemberian sanksi ini, oleh

pengguna barang/jasa (PPK) atau pejabat

yang berwenang lainnya dilaporkan

kepada:

a. Menteri/Panglima TNI / Kapolri

/Pimpinan

Lembaga/G ubern ur/Bupati/Wal i kota/

Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN

/ Direksi BUMN/BUMD;

b. Pejabat berwenang yang mengeluarkan

izin usaha penyedia barang I jasayang

bersangkutanlee.

Kepada perusahaan non-usaha kecil,

termasuk non-koperasi kecil yang terbukti

menyalahgunakan kesempatan dan/atau

kemudahan yang diperuntukkan bagi usaha

kecil, termasuk koperasi kecil, dikenakan

sanksi sebagaimana diatur dalam UU No. 9

Tahun 1995 tentang Usaha Kecil200.

PENGEMBANGAN KEBIJAKAI\
PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

Dalam rangka pengembangan kebijakan

pengadaan barang Pemerintah dilakukan

Inn Pasal 49 ayat(2) dan penjelasannya, ayat (3) dan (4) Keppres 80/2003.
200 Pasal 49 ayat(5) Keppres 8012003.
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oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan

Pengadaan Pemerintah (LPKPP)'

Pembentukan lembaga ini akan ditetapkan

dengan Keputusan Presiden (tersendiri).

Seharusnya lembaga ini sudah dibentuk

paling larnbat tanggal I Januari 2005, namun

hingga saat ini lembaga ini ternyata belum

juga terbentuk2ol.

Langkah-langkah persiapan pembentukan

LPKPP, dikoordinasikan oleh Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

/ Kepala BAPPENAS202.

Demikian juga, ketentuan pengadaan

barang/jasa yang dilakukan melalui pola

kerja sama Pemerintah dengan badan usaha,

akan diatur tersendiri dengan Peraturan
203rrestoen.

KETENTUAN KHUSUS
(Hal-hal tertentu)

SERTIFIKASI KEAHLIAN
Pengguna barang/jasa (PPK) dan

Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memenuhi

persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan

bafrang/jasa Pemerintah sebagaimana

dipersyaratkan dalam Pasal 9 ayat (1) hurufd

dan Pasal 10 ayat (4) huruf f Keppres

80/2003 paling lambat tanggal I Januari

2006204.

Selama persyaratan seflifikat keahlian

pengadaan lrarang/.iasa Penrerintah bagi

pengguna barang/jasa (PPK) dan

Panitia/Pejabat Pengadaan sebagaimana

diatur dalam Keppres tersebut belum

dipenuhi, maka sampai dengan batas

waktu tanggal I Januari 2006, berlaku

tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan

pengadaan barang/jasa Pemerintah20s.

Berdasarkan Pasal II Perpres No. 8 Tahun

2006206, bahwa sebelum pelaksanaan

sertifikat keahlian pengadaan barang/.iasa

Pemerintah dapat dilakukan sesuai dengan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, maka pelaksanaan

sertifikat keahlian pengadaan barang/iasa

Pernerintah dikoordinasikan oleh Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala BAPPENAS20T.

Dalam hal PPK dan Panitia/Pejabat

Pengadaan belum memilikisertifikat

keahlian pengadaan barang/jasa

Pemerintah sampai dengan batas waktu

yang ditetapkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 ayat (1) Keppres 80/2003

(yakni, tanggal I Januari 2006), maka

Panitia/Pejabat Pengadaan dapat tetap

melakukan pengadaan barang / jasa

Pemerintah sampai dengan tanggal 3l
Desember 2007 sepanjang telah memiliki

20r Pasal 50 ayat (l) dan (2) Keppres 80/2003.
202 Pasal 50 ayat (5) Keppres 80/2003.
2or Pasal 5l Keppres 80/2003.
204 Pasal 52ayat(l) Keppres 80/2003.
205 Pasal 52 ayat (2) Keppres 80/2003.
206 Pasal II angka 1 Perpres No. 08/2006

'ot Seharusnya ketentuan dan penanganan mengenai sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah
diatur dan ditangani oleh BNSP, namun karena penanganan ini belum mar-npu dilaksanakan oleh BNSP,
maka sebelum dialihkan, sementara ditangani oleh Meneg.PPN/Ka.BAPPENAS.
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bukti keikutsertaan dalam pelatihan

pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam

hal Departemen / Lembaga / Komisi /BI/

Pemerintah DaerahlBHMN/BUMN/ BUMD

sudah terdapat pejabat yang memilki

sertifikat keahlian pengadaan barangljasa

sebagaimana diatu dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf d Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun

2003, maka PPK wajib mengutamakan

pejabat vang telah mempunyai sertifikat

keahlian tersebut untuk diangkat menjadi

Pejabat/Pejabat Pengadaan/anggota Unit

Layanan Pengadaan (Proct) di Departemen/

Lembaga/Komisi/BllPemerinbtah Daerah/

BHMN/BUMNiBUMD2OS.

Namun dengan Surat lldaran Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

/ Kepala BAPPENAS Nomor : 0149

/M.PPN/04/2007 tanggal 25 April 2007

Perihal Surat Edaran Tentpng Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa yang ditujukan

kepada para Menteri Kabinet Indonesia

Bersatu, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung,

para Kepala LPND, paru Pimpinan

Kesekretariatan Lembaga Negara, para

Gubernur, para Bupati dan para Walikota,

menyatakan (dalam butir 6), bahwa

kewajiban harus memiliki sertifikat keahlian

barang/jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) dan Panitia/Pejabat Pengadaan serta

anggota Unit Layanan Pengadaan

(Procurement Unil) mulai berlaku I

Januiari 2008, maka agar tidak terjadi

hambatan dalam pelaksanaan APBN dan

APBD 2008, perlu diambil kebijakan,

sebagai berikut :

a. Sertifikat keahlian pengadaan

barang/jasa yang akan berakhir tahun

2007, diperpanjang secara otomatis

selama 2 (dua) tahun dan akan

berakhir tahun 2009.

b. Apabila sampai dengan tanggal I

Januari 2008, instansi masih

mengalami kekuransan personil yang

memiliki sertifikat keahlian pengadaan

barang/jasa, maka:

l) PA (pengguna anggaran) /KPA

(kuasa pengguna anggaran)

menangani semua tugas-tugas PPK

sehingga tidak diperlukan sertifikat

keahlian pengadaan barang/jasa

Pemerintah.

2) Setiap instansi diwajibkan

membentuk satu atau lebih unit

layanan pengadaan barang/jasa

(procurement unit\ yang

beranggotakan personil yang sudah

memiliki seftifikat keahlian

pengadaan barangl.lasa Pemerintah

serta dibering untuk melayani

tr'
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3) pengadaan barang/jasa Yang

diperlukan oleh unit kerja seluruh

instansi tersebut.

Anggota Panitia/Pejabat Pengadaan/unit

layanan pengadaan Qtrocurement unit) dapat

dari personil instansi lain terdekat yang

sudah mempunyai sertifikat kealrlian

pengadaan harang{i asa Pemerirrlah.

Pengadaan barangliasa Pemerintah yang

dilaksanakan oleh PPK / Panitia / Pejabat

Pengadaan yang belum memiki serlifikat

lceahlian pengadaan barang/jasa Penterintah

sebelum berlakunya Peraturan Presiden No.

0812006 ini (tanggal 20 Maret 2006),

dinyatakan tatap sah, sepanjang pada saat

kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah

dimaksud dilaksanakan, yang bersangkutan

telah memiliki bukti keiukut-sertaan dalam

pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Ser-tifikat lieahlian pengaclaan barang/jasa

Penrerinterh yang telah diterbitkan oleh

Kementerian Negara PPN/Kepala

BAPPENAS selama berlakunya Perpres No.

08/2006 (20 Maret 2006), dinyatakan berlaku

sebagai sertiflkat keahlian pengadaart

barangijasa Pemerintah sebagaimana diatur

dalam Keppres No. 80/2003 sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Perpres No. 70 Tahun 2005.

PAKET PEKERJAAN BIDANG JASA

KONSTRUKSI

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2005,

di bidang jasa konstruksi diberlakukan

ketentuan pemaketan sebagai berikut :

pengadaan dengan nilai di atas Rp I

milyar rupiah sid Rp 3 milyar rupiah

diperuntukkan bagi usaha menengah

jasa pelaksanaan kontruksi, kecuali

untuk paket pekerjaan yang menuntut

kompetensi teknis yang tidak dapat

dipenuhi oleh usaha menengah.

Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp

200 juta rupiah. diperuntukkan bagi

usaha kecil jasa perencanaan dan

pengawasan konstruksi, kecuali untuk

paket pekerjaan yang menuntut

kompetensi teknis yang tidak dapat

dipenuhi oleh usaha kecil2oe.

KETENTUAN PENGUMUMAN

Sebelum Menteri Komunikasi dan

Informatika dan Gubernur menetapkan

surat kabar nasional dan surat kabar

provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4,{

Perpres No. 0812006, pengumuman

kegiatan pengadaan barang/jasa

Pemerintah dilakukan sekurang-kurangnya

di satu surat kabar yang mempunyai oplah

besar dan memiliki peredaran luas secara

nasional dan/ atau wilayah propinsi2l0.

2on Pasal 52 ayat (3) Keppres 80/2003.
2r0 Pasal II Perpres No. 08/2006, kalimat terakhir.
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KETANTUAN PDRALIHAN

Pengadaan barangt/jasa yang dilaksanakan

sebelum tanggal I Januari 2004 dapat

berpedoman pada Keputusan Presiden

Repubtik Indonesia No. 18 Tahun 2000

tentang Pedoman Pelal<sanaon Pengadaan

Barang / Jasa Instansi Pemerintah beserta

petunjuk teknisnya.

Kesimpulan

l. Ketentuan pengadaan barang/barang

Pemerintah diatur guna meminimalisir

kemungkinan adanya penyimpangan dan

tindakan kolusif, koruptif dan nepotism

dari para pelaku dan stakeholders yang

berkecimpung dan berkepentingan'

2. Ketentuan pelaksanaan pengadaan

barang/barang Pemerintah tersebut diatur

lengkap dan komprehensif sehingga

dapat lebih terbuka. (transparancy),

terukur (akuntabel), dapat

dipertanggung-jawabkan (responsibel)

dan terhindar dari tindakan monopoli | 3.

sehingga tercipta persaingan usaha yang

sehat dan berkeadilan (fairness) dalam

rangka terwujudnya nilai-nilai

pemerintahan yang baik (good

governance).

3. Pengaturan tersebut dibuat seflelrsibel-

mungkin dan dapat dengan cepat

diubah oleh Presiden agar senanti

mengikuti perkembangan kehidupan

dan kebutuhan masyarakat, namun

tidak mengabaikan aspek hukum dan

aspek penegakan hukumnya (law

enforce).

Saran dan rekomendasi

l. Untuk lebih memperkuat kedudukan

hukum pengaturan mengenai

pengadaan barang/jasa Pemerintah,

seyogyanya ketentuan pengadaan

barang / jasa pemerintah diatur dalam

bentuk undang-undang.

Undang-undang tersebut merupakan

ketentuan yang wajib dilaksanakan

oleh instansi Pemerintah atau

lembaga-lembaga non-Departemen,

termasuk unit-unit kerja dan institusi

milik Pemerintah, seperti badan-usaha

atau badan-badan layanan milik

Pemerintah (bersifat dw angenrechts).

Disamping itu, ketentuan undang-

undang tersebut dapat juga

dipedomani oleh lembaga-lembaga

atau institusi swasta sepanjang tidak

diatur sendiri oleh lembaga/institusi

tersebut (bersi fat aanv ul I e nre c hts).* * *

1
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Perubahan Istilah baku :

I . Istilah " $-ekrln{}!}" menj adi pi:-r"*cl i:i b* rirlgl i asa.

2. pemilihan penvedia barang/iasa ("lelang") : istilah untuk pelelangan/penunjukan

langsung /pemilihan langsung

3. pengguna barang / jasa : owners : PPK (pejabat pembuat komitmen).

4. Panitia Penqadaan / pejabat pengadaan (ada definisi "Panitia Pengadaan" : Pasal

l:8 dan "pejabat pengadaan" = Pasal l:9)

5. PDN : produksi dalam negeri,

6. IJLP: unit layanan pengadaan Qtrocurement unit).

7. HPS : harga perkiraan sendiri, OE, owner estimate.

8, Iokasi pengadaan, Pasal 9 ayat (3) hurufc (baru)'

9. RKS: rencana kerja dan syarat-syarat, sekarang dengan istilah "dokumen

pengadaan"
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